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Salah satu perkembangan pembangunan suatu daerah yang sangat menonjol adalah perkembangan 
perekonomian melalui bidang perdagangan dan jasa. Perkembangan inilah yang sangat mempengaruhi 
kemampuan masyarakat dari segi ekonomi, sehingga perkembangan perdagangan dan jasa biasanya 
mempunyai ruang dalam mengembangkan aktivitasnya. Perkembangan Kota yang semakin pesat dengan 
ditunjang pembangunan diberbagai sektor menyebabkan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga 
mengalami perubahan. Hal inilah yang memberikan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan 
bisnis di sepanjang jalan. Oleh karena itu di lakukan penelitian di sepanjang Jl. Hertasning sampai Jl. 
Tun Abdul Razak yang bertujuan mengetahui apa saja pengaruh dan bagaimana penanganan keberadaan 
aktivitas pedagang informal terhadap fungsi ruang milik jalan. Metode yang di gunakan yaitu analisis 
deskriptif kuantitatif dengan menghitung kinerja ruas jalan dan analisis deskriptif kualitatif  berupa aspek 
pelayanan publik dan kebijakan tata ruang dengan menggambarkan hasil responden. Berdasarkan hasil 
analisis yang ditimbulkan bahwa keberadaan aktivitas pedagang informal ini memberikan pengaruh 
terhadap 3 aspek yaitu: Aspek transportasi memberikan pengaruh terhadap pengurangan kapasitas ruas 
jalan; Aspek pelayanan publik memberikan pengaruh negatif terhadap nilai sosial, ekonomi dan estetika; 
Aspek kebijakan tata ruang memberikan pengaruh kerugian terhadap ketidaksesuain peruntukan 
kawasan dan pendapatan. Adapun penagangannya dapat dilakukan dengan cara membentuk kawasan 
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A. Latar Belakang 
Perkembangan suatu wilayah, ditandai oleh perkembangan kota-kota sebagai 
modal yang merupakan pusat konsentrasi penduduk dan segala aktivitas/kegiatan, 
senantiasa akan mengalami pertumbuhan dan berkembang baik secara fisik, sosial, 
maupun ekonomi. Kota merupakan lingkungan binaan yang terus tumbuh dan 
berkembang sehingga membutuhkan suatu kebijakan terhadap perencanaan, 
pemanfaatan, dan pengendalian ruangnya. Kota besar memang selalu dikaitkan dengan 
pertumbuhan penduduk yang tinggi, variasi kegiatan ekonomi dan lapangan tenaga 
kerja yang beragam, tetapi memiliki permasalahan tersendiri dengan keterbatasan 
lahan. Pengalokasian guna lahan di perkotaan akan mengarah ke lokasi yang dapat 
memberikan keuntungan tertinggi, sehingga lahan-lahan yang memiliki tingkat 
kestrategisan dan potensi yang lebih besar akan lebih berpeluang mengalami proses 
perubahan fungsi ruang. Pada umumnya gejala ini terjadi di jalan–jalan utama atau 
kawasan–kawasan tertentu yang memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri 
(Yunus, 2008). 
Perubahan fungsi ruang non urban ke arah luar kota terutama oleh kegiatan 
manusia untuk bermukim dan aktivitas lainnya berlangsung secara bertahap seiring 
dengan waktu dan berkembangnya kota, proses perubahan sebagai peristiwa 
perembetan kenampakan fisik kota kearah luar tersebut terjadi karena adanya penetrasi 
dari suatu kelompok penduduk area terbangun kota (built up area) kearah luar. Gejala 
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adanya perembetan kota dapat terlihat dari kenampakan fisik kota ke arah luar yang 
ditunjukan oleh terbentuknya zona-zona meliputi daerah-daerah: pertama, area yang 
melingkari sub urban dan merupakan daerah peralihan antara desa kota (suburban 
fringe), kedua area batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip kota (urban 
fringe), dan ketiga adalah area terletak antara daerah kota dan desa yang ditandai 
dengan penggunaan tanah campuran (Bintarto, 1983). 
Perkembangan pembangunan sangat berpengaruh terhadap kemampuan 
ekonomi masyarakat dalam mengimbangi perkembangan tersebut. Salah satu 
perkembangan pembangunan suatu daerah yang sangat menonjol adalah 
perkembangan perekonomian melalui bidang perdagangan dan jasa. Perkembangan 
perdagangan dan jasa inilah yang sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat dari 
segi ekonomi, sehingga perkembangan perdagangan dan jasa biasanya mempunyai 
ruang dalam mengembangkan aktivitasnya. Kota Makassar yang merupakan salah satu 
Kota terbesar di kawasan timur Indonesia juga memiliki tingkat bisnis yang sangat 
cepat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu tempat 
perdagangan dan jasa yang ada di Kota Makassar adalah kawasan di sepanjang jalan 
hertasning sampai jalan tun abdul razak dimana kawasan ini memberikan kegiatan 
ekonomi. Peralihan fungsi ruang perumahan menjadi kawasan perdagangan menjadi 
fenomena tersendiri sehingga hal ini memerlukan perhatian khusus. Perkembangan 
Kota yang semakin pesat dengan ditunjang pembangunan diberbagai sektor 
menyebabkan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga mengalami perubahan. Hal 
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inilah yang memberikan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan bisnis di 
sepanjang jalan. 
Perkembangan di sepanjang ruas Jl. Hertasning-Jl. Tun Abdul Razak, dimana 
lokasi ini mulai tersentuh dengan dibukanya akses jaringan jalan yang menghubungkan 
Kota Makassar dengan Kabupaten Gowa yang diikuti pembangunan permukiman skala 
besar dan pembangunan fungsi-fungsi ekonomi komersil lainnya. Kondisi awal 
sebelum jl. hertasning dibangun di identifikasi merupakan lahan yang mempunyai nilai 
ekonomi cukup rendah, setelah dibangun oleh pihak pengembang dimanfaatkan untuk 
membangun kawasan permukiman elit yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana 
yang memadai, lengkap dan modern, disamping menyiapkan kavling-kavling tanah 
matang (KTM), sehingga mengondisikan jl. Hertasning menjadi lokasi bagi pemukim-
pemukim baru dan pusat ekonomi baru.  
Dinamika perkembangan ruang pada di sepanjang ruas jalan Hertasning-jalan 
Tun Abdul Razak tersebut relatif tinggi, dengan keterbatasan lahan di Kota Makassar, 
menyebabkan beberapa fungsi kegiatan bergeser ke arah daerah pinggiran. Di 
sepanjang ruas jalan Hertasning berkembang memanjang hingga jalan yang 
menghubungkan ke jalan Tun Abdul Razak, yang sudah masuk wilayah Kabupaten 
Gowa. Perkembangan ruang di sepanjang ruas jalan Hertasning- jalan Tun Abdul 
Razak berkonstibusi positif terhadap perubahan fungsi ruang, hal ini ditandai dengan 
berkembangnya beberapa fungsi-fungsi perkotaan, yaitu; (1) permukiman skala besar 
menempati lahan kurang lebih 752,83 Ha, (2) fungsi perdagangan dan pertokoan 
menempati lahan seluas 11,12 Ha, (3) fungsi pendidikan dengan luas pemanfaatan 
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35,59 Ha, (4) jasa dan perhotelan menempati lahan 0,87 Ha. Di samping itu pada aspek 
prasarana transportasi (jaringan jalan) yang awalnya hanya dengan panjang 3,77 km 
mengalami penambahan sepanjang 5,06 km.  
Keberadaan jalur jalan utama Hertasning-Tun Abdul Razak yang 
menghubungkan Kota Makassar menuju Kabupaten Gowa diidentifikasi sebagai faktor 
pemicu utama. Perkembangan fungsi-fungsi baru yang secara khusus terjadi sepanjang 
ruas jalan Hertasning sehingga berdampak pada volume lalu lintas yang sangat padat 
dan terjadi peningkatan akses menuju koridor Hertasning yang kemudian mendorong 
pertumbuhan aktivitas perkotaan. Hal itu di sebabkan karena sulitnya membuka 
lapangan kerja wilayahnya. Sekelompok orang harus bekerja keras untuk bersaing 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai kegiatan dilakukan, mulai dari 
menciptakan lapangan pekerjaan sendiri serta bekerja keras untuk memenuhi tuntutan 
hidup, bahkan terkadang mengabaikan konteks halal dan haram bahkan harus 
berpindah dari daerah asalnya. 
Dengan melihat kondisi di sepanjang jalan hertasning sampai jalan tun abdul 
razak memiliki perkembangan perdagangan dan jasa yang begitu pesat yang 
menyebabkan semakin sempitnya lapangan pekerjaan di sektor formal sehingga 
sebagian masyarakat beralih ke sektor informal demi kelangsungan hidupnya sebagai 
orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan 
ruang untuk kepentingan umum. Keberadaan perdagangan dan jasa informal seringkali 
dinilai mengganggu ketertiban umum dan karenanya seringkali ada upaya untuk 
mengeliminasi mereka dengan berbagai cara mulai dari operasi penertiban sampai 
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penetapan aturan yang melarang eksistensi mereka. Kegiatan informal ini biasa 
dilakukan oleh golongan ekonomi lemah atau tidak mampu. Masalah kondisi sektor 
perdagangan, salah satunya adalah adanya aktivitas pedagang informal. Aktivitas itu 
secara umum dilakukan pada ruang‐ruang publik seperti halnya bahu jalan yang 
seharusnya dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan 
berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, 
polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan 
sedang mengalami tingkat macet yang tinggi. Perubahan fungsi ruang publik yang 
disebabkan karena adanya aktivitas pedagang yang berlokasi di bahu jalan, 
mengganggu sirkulasi pejalan, pemanfaatan bahu jalan oleh pedagang yang singgah 
dapat menimbulkan kemacetan lalulintas. 
Keberadan aktivitas perdagangan dan jasa seperti halnya pedagang informal 
yang berada di sepanjang jalan hertasning sampai jalan tun abdul razak merupakan 
halangan atau rintangan yang dapat menganggu perjalanan kendaraan yang melewati 
jalan tersebut. Ada sebuah hadits mengatakan bahwa apabila Seseorang yang 
menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan umum, misal saja ranting, pohon, duri, 
batu, atau apa saja yang dapat mengganggu orang lewat, itu akan berbuah pahala. 
perbuatan itu adalah salah satu amal shalih yang dapat mengantarkan kita ke surga. 
Banyak sekali dalil, terutama hadits yang menunjukkan keutamaan menyingkirkan 
halangan/rintangan di jalan. Salah satunya adalalah hadits dari Dari Abu Hurairah 
radhiyallahu ‘anhu yang menyatakan sebagai berikut : 
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 ىََملاُس ُّلُك : َمَّلَسَو ِهَْيلَع ُالله ىَّلَص ِالله ُلْوُسَر َلَاق : َلَاق ُهْنَع ُالله َيِضَر َةَرْيَُره ِْيَبأ ْنَع
 َب ُلِدَْعت ُسْم َّشلا ِهْيِف ُُعلَْطت ٍمَْوي ُّلُك ،ٌَةقَدَص ِهَْيلَع ِساَّنلا َنِم ُنْيُِعتَو ،ٌَةقَدَص ِنَْينْثا َنْي
 َص َُةبِّيَّطلا ُةَمِلَكْلاَو ٌَةقَدَص ُهَعَاتَم َاهَْيلَع َُهل َُعفَْرت َْوأ َاهَْيلَع ُُهلِمَْحَتف ِهِتَّباَد ِيف َلُج َّرلا ،ٌَةقَد
 َّطلا ِنَع ىََذلأْا ُطْيُِمت َو ٌَةقَدَص َِةلا َّصلا َىِلإ َاهْيِشَْمت ٍةَوْطُخ ِّلُِكبَو ٌَةقَدَص ِقْيِر  
Artinya: 
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu,ia mengatakan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam bersabda, ”Setiap persendian manusia ada sedekahnya setiap hari di mana 
matahari terbit di dalamnya, kamu mendamaikan di antara dua orang adalah sedekah, 
kamu membantu seseorang untuk menaikkannya di atas kendaraannya atau 
mengangkatkan barangnya di atasnya adalah sedekah, kalimat yang baik adalah 
sedekah, pada tiap-tiap langkah yang kamu tempuh menuju shalat adalah sedekah, dan 
kamu membuang gangguan dari jalan adalah sedekah.”(HR.al-Bukhari ,no.2989 dan 
Muslim, no 1009) 
 
Seperti yang di jelaskan pada hadits tersebut bahwa  membuang gangguan dari 
jalan adalah sedekah. Apabila seseorang yang sedang berjalan di suatu jalan, kemudian 
mendapatkan sebuah halangan/rintangan yang menghalangi jalan kaum muslimin 
sehingga dapat mengganggu orang-orang yang melewatinya. Kemudian, bertekad kuat 
untuk membuangnya dengan tujuan menghilangkan gangguan dari jalan kaum 
muslimin. Maka  Allah subhanahu wa ta’ala mengampuni dosa-dosanya dan 
memasukkan ke dalam surga-Nya. Bahkan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
melihatnya sedang menikmati kenikmatan di surga disebabkan amalannya tersebut.  
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اُونَواََعتَو َىلَع  ِِّربْلا   ىَوْقَّتلاَو   ۖ َلَو اُونَواََعت َىلَع  ِمْث ِْلْا  ِناَوْدُعْلاَو   ۖاُوقَّتاَو  َ َّالله   ۖ َِّنإ  َ َّالله 
 ُديِدَش  ِبَاقِعْلا  
Terjemahnya: 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Al-Qur’an dan Terjemahnya 
/ Al-Maa’idah:2). 
 
Sama halnya yang di jelaskan dalam tafsir al misbah yang 
menyatakan  Hendaknya kalian, wahai orang-orang Mukmin, saling menolong dalam 
berbuat baik dan dalam melaksanakan semua bentuk ketaatan dan jangan saling 
menolong dalam berbuat kemaksiatan dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah. 
Takutlah hukuman dan siksa Allah, karena siksa-Nya amat kejam bagi orang-orang 
yang menentang-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa al-Qur'ân telah terlebih dahulu 
beberapa ratus tahun menganjurkan konsep kerjasama dalam kebaikan, dibanding 
semua undang-undang positif yang ada. 
Dari ayat al-quran dan tafsir di atas berhubungan dengan pedagang informal 
yang menghalangi aktivitas kendaraan yang melewati suatu jalan. Maka sebagai 
seorang perencana di anjurkan untuk saling tolong menolong untuk mentata suatu jalan 
tersebut sehingga tidak lagi menghalangi setiap kendaraan yang lewat di area jalan itu. 
khususnya jalan yang berada di sepanjang jalan hertasning sampai jalan tun abdul razak 
banyak di jumpai pedagang informal yang menghalangi aktivitas kendaraan yang 
melewati jalan tersebut.  Dan sebagai seseorang pedagang yang beriman di anjurkan 
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untuk taat kepada pemimpin dalam kebijakan seperti yang di jelaskan pada surah An-
Nisa ayat 59 sebagai berikut: 
  ْمُكْنِم ِرَْمْلأا ِيلُوأَو َلوُس َّرلا اوُعيَِطأَو َ َّالله اوُعيَِطأ اُونَمآ َنيِذَّلا َاهَُّيأ َاي
 ِمَْويْلاَو ِ َّللَِّاب َنُونِمُْؤت ُْمتْنُك ِْنإ ِلوُس َّرلاَو ِ َّالله َىِلإ ُهو ُّدَُرف ٍءْيَش ِيف ُْمتْعَزَاَنت ِْنَإف
 ُنَسَْحأَو ٌْريَخ َِكل  َذ  ِرِخْلْا  ًلايِْوَأت  
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil 
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Al-Qur’an dan Terjemahnya / An-Nisaa’:59) 
Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga 
setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Dimana di jelaskan bahwa seseorang di 
perintahkan untuk taat kepada ulil amri (pemegang kekuasaan). Yang dimaksud ulil 
amri dalam ayat ini adalah orang-orang yang Allah wajibkan untuk ditaati yang terdiri 
para penguasa, pemerintah, dan para ulama. Dengan halnya dalam tafsir Al-Misbah 
oleh Quraish Shihab menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman kepada 
ajaran yang dibawa Muhammad, taatilah Allah, rasul-rasul- Nya dan penguasa umat 
Islam yang mengurus urusan kalian dengan menegakkan kebenaran, keadilan dan 
melaksanakan syariat. Jika terjadi perselisihan di antara kalian, kembalikanlah kepada 
al-Qur'ân dan sunnah Rasul-Nya agar kalian mengetahui hukumnya. Karena, Allah 
telah menurunkan al-Qur'ân kepada kalian yang telah dijelaskan oleh Rasul-Nya. Di 
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dalamnya terdapat hukum tentang apa yang kalian perselisihkan. Ini adalah 
konsekwensi keimanan kalian kepada Allah dan hari kiamat. Al-Qur'ân itu merupakan 
kebaikan bagi kalian, karena, dengan al-Qur'ân itu, kalian dapat berlaku adil dalam 
memutuskan perkara-perkara yang kalian perselisihkan. Selain itu, akibat yang akan 
kalian terima setelah memutuskan perkara dengan al-Qur'ân, adalah yang terbaik. 
Adapun menurut Tafsir  Al-Azhar (Prof. Dr. Hamka) Ulil-Amri-Minkum pada 
ayat tersebut yaitu orang-orang yang menguasai pekerjaan, tegasnya orang-orang 
berkuasa di antara kamu, atas daripada kamu. Minkum mempunyai dua arti. Pertama di 
antara kamu, kedua daripada kamu. Maksudnya, yaitu mereka yang berkuasa itu 
adalah daripada kamu juga, naik atau terpilih atau kamu akui kekuasaannya, sebagai 
satu kenyataan. Kemudian berkatalah sambungan ayat: “Maka jika bertikaian kamu 
dalam suatu hal, hendaklah kamu kembalikan dianya kepada Allah dan Rasul.” Syukur 
kalau hasil musyawarat adalah kebulatan bersama yang memberi maslahat bagi 
bersama, sehingga mudah dijalankan. Tetapi sewaktu-waktu tentu timbul perselisihan 
pendapat di antara Ulil-Amri itu, atau Ahlul-Halli wal ‘Aqdi itu. Maka kalau terjadi 
selisih di antara yang bermusyawarat atau diajak bermusyawarat, perbandingkanlah 
perselisihan itu kepada ketentuan Allah dan Rasul. Ketentuan Allah dan Rasul baik 
yang berupa Nash dari Al-Quran dan Hadis, ataupun kepada Roh-Syariat, dengan 
menilik pendapat ahli-ahli Islam yang terdahulu atau dengan memakai qiyas 
perbandingan. Niscaya sudah terang bahwa suatu musyawarat urusan kenegaraan 
tidaklah bermaksud yang buruk, yang hendak menganiaya kepada orang banyak, 
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sedang maksud Allah dan Rasul memang itu. Asal seluruh yang musyawarat ingat 
bahwa taat kepada Allah dan Rasul adalah pokok pertama, karena mereka adalah 
orang-orang yang beriman, pertikaian fikiran akan dapat diselesaikan apabila telah 
dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Dan kalau masih ada selisih karena hawa nafsu 
saja, Penguasa Tertinggi atau Imam al-A’zham dapat mengambil tanggungjawab untuk 
memutuskan mana yang dia sukai yang menurut Ijtihadnya itulah yang lebih dekat 
kepada kehendak Allah dan Rasul.  
Berdasarkan penjelasan yang ada bahwa, salah satu masalah yang harus 
dihadapi oleh hampir setiap kota, khususnya Kota Makassar adalah bertambah 
suburnya jumlah pekerja di sektor informal. Sebagian besar penduduk yang hidup dari 
sektor informal tersebut melakukan kegiatan perdagangan salah satunya adalah 
pedagang yang singgah di bahu jalan. Oleh karena itu perlu di lakukan penelitian di  
aktivitas Perdagangan dan Jasa Informal yang singgah di bahu jalan sepanjang ruas 
jalan hertasning sampai jalan tun abdul razak. 
B. Rumusan Masalah : 
Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut: 
1. Apakah saja pengaruh yang di timbulkan keberadaan aktivitas pedagang 
informal terhadap fungsi ruang milik jalan di sepanjang Jl. Hertasning sampai 
Jl. Tun Abdul Razak? 
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2. Bagaimana penanganan keberadaan aktivitas pedagang informal terhadap 
fungsi ruang milik jalan di sepanjang Jl. Hertasning sampai Jl. Tun Abdul 
Razak? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian: 
Tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui apa saja pengaruh keberadaan aktivitas pedagang informal 
terhadap fungsi ruang milik jalan di sepanjang Jl. Hertasning sampai Jl. Tun 
Abdul Razak  
2. Mengetahui penanganan pengaruh keberadaan aktivitas pedagang informal 
terhadap fungsi ruang milik jalan di sepanjang Jl. Hertasning sampai Jl. Tun 
Abdul Razak 
 
D. Ruang Lingkup Penelitian 
Adapun ruang lingkup penelitian ini secara garis besar meliputi 2 kajian 
pokok, yaitu: 
1. Ruang Lingkup Wilayah 
Ruang lingkup wilayah dalam penulisan laporan ini dibahas mengenai 
pedagang informal di sepanjang Jl. Hertasning Kota Makassar, Sulawesi 
Selatan sampai Jl. Tun Abdul Razak, Somba Opu, kabupaten Gowa, Sulawesi 
Selatan. 
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2. Ruang Lingkup Pembahasan 
Pada tingkat pembahasan materi secara umum dibahas mengenai 
pengaruh keberadaan aktivitas pedagang informal terhadap fungsi ruang milik 
jalan di sepanjang Jl. Hertasning sampai Jl. Tun Abdul Razak. 
 
E. Sistematika Pembahasan 
Secara garis besar, laporan ini terdiri dari tiga bab yang akan diuraikan 
dalam sistematika pembahasan berikut ini: 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, sistematika pembahasan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi uraian mengenai perdagangan, pengertian sektor informal, ciri-ciri 
sektor informal, karakteristik pedagang informal, strategi pembinaan 
sektor informal, kebijakan penataan sektor informal, peraturan zonasi, 
pengertian ruang, tata ruang, dan penataan ruang, asas dan tujuan penataan 
ruang, klasifikasi penataan ruang, tugas dan wewenang 
pemerintah/pemerintah daerah dalam penataan ruang, tingkat pelayanan 
transportasi, sistem jaringan jalan, karakteristik geometrik jalan, kapasitas 
jalan, kerangka pikir. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis 
dan sumber data, metode pengolahan data, populasi dan sampel, variabel 
penelitian, metode pengolahan dan analisis data, definisi operasional, 
kerangka penelitian. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berisi tentang  gambaran umum wilayah, gambaran umum lokasi 
penelitian, analisis kinerja jalan, pengaruh pedagang informal terhadap 
kinerja, pelayanan publik terhadap adanya pedagang informal, analisis 
kebijakan ruang, penanganan keberadaan aktivitas pedagang informal 
terhadap fungsi ruang milik jalan, tinjaun hukum Islam tentang 
perdagangan, 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis mengenai 
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BAB II 
  TINJAUAN PUSTAKA 
A.  Perdagangan 
Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang 
dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada 
waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Pengertian 
perdagangan atau perniagaan dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
(KUHD) adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau 
sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan 
pemakaiannya. Perbuatan perdagangan dalam pasal ini hanya meliputi perbuatan 
membeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Menjual adalah tujuan dari perbuatan 
membeli, padahal dalam ketentuan Pasal 4 KUHD perbuatan menjual termasuk juga 
dalam perbuatan perdagangan.
 
Perbuatan perdagangan dalam Pasal 4 KUHD meliputi: 
1. Kegiatan jasa komisi; 
2. Jual beli surat berharga; 
3. Perbuatan para pedagang, pemimpin bank, bendahara, makelar; 
4. Pemborongan pekerjaan bangunan, makanan dan minuman keperluan kapal; 
5. Ekspedisi dan pengangkutan barang dagangan; 
6. Menyewakan dan mencarterkan kapal; 
7. Perbuatan agen, muat bongkar kapal, pemegang buku, pelayan, pedagang, 
urusan dagang para pedagang; 
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8. Semua asuransi. 
Sosiologi ekonomi membedakan pedagang berdasarkan penggunaan dan 
pengelolaan pendapatan yang dihasilkan dari perdagangan dan hubungannya dengan 
ekonomi keluarga. Berdasarkan studi sosiologi ekonomi tentang pedagang dapat 
disimpulkan bahwa pedagang dibagi atas (Geertz dalam Damsar, 2009: 107): 
1. Pedagang profesional yaitu pedagang yang menganggap aktivitas perdagangan 
merupakan sumber utama dan satu-satunya bagi ekonomi keluarga. 
2. Pedagang semi profesional adalah pedagang yang mengakui aktivitasnya untuk 
memperoleh uang, tetapi pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber 
tambahan bagi ekonomi keluarga. Derajat tambahan tersebut berbeda pada 
setiap orang dan masyarakat. 
3. Pedagang subsistensi merupakan pedagang yang menjual produk atau barang 
dari hasil aktivitas atas substensi untuk memenuhi ekonomi rumah tangga. 
4. Pedagang semu adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan karena 
hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau mengisi waktu luang. Pedagang 
jenis ini tidak mengharapkan kegiatan perdagangan sebagai sarana untuk 
memperoleh uang, malahan mungkin saja sebaliknya akan memperoleh 
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B. Pengertian Sektor Informal 
 Dalam kaitan dengan manajemen perkotaan maka peranan sektor informal 
yang didalamnya mencakup aktivitas dari pedagang tidak dapat diabaikan. Dalam 
keadaan tekanan penduduk, pengangguran dan permintaan lapangan kerja yang tinggi 
yang tidak dapat dipenuhi oleh sektor formal, ini justru tumbuh dengan cukup pesat. 
Kondisi ini pada gilirannya menuntut suatu perhatian yang lebih serius untuk 
melakukan pembinaan dan penataan lokasi terhadap aktivitas sektor informal. 
Konsep sektor informal pertama kali dikemukakan oleh Keith Hart pda tahun 
(1971:41) dalam Manning (1991:22) dengan menggambarkan sektor informal sebagai 
bagian angkatan kerja yang tidak terorganisasikan. Menurut Manning dan Effendi 
(1991:36), perbedaan formal dan informal dilihat dari keteraturan kerja, hubungan 
dengan perusahaan, curahan waktu kerja, dan status hukum. Masalah sektor informal 
diperkotaan merupakan masalah yang dihadapi oleh kota-kota di Indonesia dan hampir 
di semua kota-kota di negara-negara berkembang. 
Konsep ini diperkuat oleh Effendi (1993:17) yang menyatakan bahwa ada 
pemikiran yang berkembang dalam memahami kaitan antara pembangunan dan sektor 
informal. Pertama, pemikiran yang menekankan bahwa kehadiran sektor informal 
sebagai gejala transisi dalam proses pembangunan di negara-negara berkembang. 
Sektor informal adalah tahapan yang harus dilalui dalam menuju tahapan modern. 
Sektor informal berangsur-angsur akan berkembang menjadi sektor sektor formal 
seiring dengan meningkatnya pembangunan. Berarti keberadaan sektor informal 
merupakan gejala sementara dan akan terkoreksi oleh keberhasilan pembangunan. 
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Kedua, pemikiran yang berpendapat bahwa sektor informal merupakan gejala adanya 
banyak hal lebih berat pada sektor modern (perkotaan atau industri daripada sektor 
tradisional pertanian ). 
Selanjutnya istilah  sektor informal digunakan oleh ILO (dalam Wahono, 2000) 
ketika melaksanakan misinya ke Kenya pada tahun 1973 dalam program 
pengembangan tricke down. Berdasarkan hasil misi tersebut, ILO menetapkan kriteria 
bagi sektor informal, yaitu : mudah untuk dimasuki, bersandar pada sumber daya lokal, 
usaha miliki sendiri, operasinya dalam skala kecil, padat karya dan teknologinya 
bersifat adaktif, keterampilan dapat diperoleh di luar sistem sekolah formal, tidak kena 
langsung oleh peraturan-peraturan dan pasarnya bersifat kompetitif : studi yang 
dilakukan ILO ini, sejalan dengan penemuan Cole dan Fayissa (Yustika, 2000), yang 
menyebutkan sektor informal dengan ciri : ukuran usaha kecil, kepemilikan keluarga, 
intensif tenaga kerja, status usaha individu, tidak resmi (illegal/skralegal), tanpa 
promosi dan tidak ada hambatan masuk.    
Konsep ini diperkuat oleh Effendi (1993:17) yang menyatakan bahwa ada 
pemikiran yang berkembang dalam memahami kaitan antara pembangunan dan sektor 
informal. Pertama, pemikiran yang menekankan bahwa kehadiran sektor informal 
sebagai gejala transisi dalam proses pembangunan di negara-negara berkembang. 
Sektor informal adalah tahapan yang harus dilalui dalam menuju tahapan modern. 
Sektor informal berangsur-angsur akan berkembang menjadi sektor sektor formal 
seiring dengan meningkatnya pembangunan. Berarti keberadaan sektor informal 
merupakan gejala sementara dan akan terkoreksi oleh keberhasilan pembangunan. 
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Kedua, pemikiran yang berpendapat bahwa sektor informal merupakan gejala adanya 
banyak hal lebih berat pada sektor modern (perkotaan atau industri daripada sektor 
tradisional pertanian). 
Selanjutnya studi yang dilakukan oleh Santos (Yustika, 2003), menurutnya 
sektor  informal memiliki ciri jumlah barang adalah sedikit dan mutunya rendah, modal 
sangat terbatas, tekniknya tradisional, kesempatan kerja elastis, terdapat banyak tenaga 
kerja yang tidak diberi upah, pemberian kredit terjadi secara pribadi, seringkali 
keuntungan tinggi pada setiap kesatuan,  hubungan dengan pembeli secara langsung 
dan pribadi serta ketergantungan pada faktor-faktor ekstern adalah ringan.      
Menurut Hidayat (1982:63) munculnya sektor informal adalah akibat masuknya 
modal asing (Barat) sejak tahun 1950-an yang mengakibatkan diterapkannya pola 
pembangunan model Barat oleh ahli-ahli yang diperbantukan di Indonesia, karena 
bantuan modal asing selalu dikaitkan dengan “technical expertise”. Akibatnya daerah 
kota (industri) tumbuh dengan cepat sedang sektor pertanian kurang mendapat 
perhatian. Karena faktor pendorong dan  faktor penarik yang ditambah dengan ledakan 
penduduk maka terjadilah urbanisasi prematur yakni perpindahan penduduk dari desa 
ke kota yang terjadi sebelum kota mampu menyiapkan lapangan kerja formal yang 
mencukupi. Para pendatang ini karena tidak memperoleh pekerjaan mencoba 
berpartisipasi sebagai swakarya. Akibat dari diterapkannya model Barat ini, yang 
nampak sekarang adalah munculnya dualisme : sektor formal dan sektor informal. 
Sementara itu Sethuraman (1985 :25) mengatakan bahwa sektor informal 
biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan yang berskala kecil dan 
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dianggap sebagai  manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara-
negara berkembang. Mereka yang memasuki sektor ini terutama bertujuan untuk 
mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan. Mereka 
umumnya berpendidikan rendah, tidak terampil, kebanyakan para migran dan 
umumnya miskin. 
Dari beberapa pengertian mengenai sektor informal di atas, maka dapat 
memberikan pengertian bahwa sektor informal adalah merupakan suatu usaha yang 
tidak resmi, kegiatannya berskala kecil, modal yang dimiliki terbatas yang banyak 
terdapat di daerah perkotaan yang merupakan suatu ciri terhadap perkembangan suatu 
kota. 
 
C. Ciri-ciri Sektor Informal 
Untuk memahami lebih jauh mengenai sektor informal ini, maka  diperlukan 
pembahasan khusus yang berkaitan dengan ciri-ciri informal. 
Menurut Todaro (Yustika, 2000) mengemukakan bahwa sektor informal 
memiliki ciri jumlah barang adalah sedikit damana mutunya rendah, modalnya sangat 
terbatas, tekniknya tradisional, kesempatan kerja elastis, terdapat banyak tenaga kerja 
yang tidak diberi upah, pemberian kredit terjadi secara pribadi, seringkali keuntungan 
tinggi pada setiap kesatuan, hubungan dengan pembeli terjadi secara langsung dan 
pribadi serta ketergantungan pada sektor-sektor ekstern adalah ringan. 
Ciri-ciri sektor informal menurut Simanjuntak (1985 : 15) adalah sebagai 
berikut : Kegiatan usaha umumnya sederhana, tidak sangat tergantung pada kerjasama 
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banyak orang dan sistem pembagian kerja yang ketat. Dengan demikian dapat 
dilakukan oleh perorangan atau keluarga, atau usaha bersama antara beberapa orang 
atas kepercayaan tanpa perjanjian tertulis; skala usaha relatif kecil, modal usaha, modal 
kerja dan omset penjualan umumnya kecil, serta dapat dilakukan secara bertahap; 
Usaha sektor informal umumnya tidak mempunyai izin usaha seperti halnya dalam 
firma atau perseroan terbatas; Untuk bekerja di sektor informal lebih mudah daripada 
bekerja di perusahaan formal. Seseorang dapat memulai dan melakukan sendiri usaha 
di sektor informal asal dia ada keinginan dan kesediaan untuk itu. Seseorang relatif 
lebih mudah bergabung bekerja dengan orang lain di sektor informal, misalnya karena 
persahabatan atau hubungan keluarga, walaupun keikutsertaan seseorang tersebut 
mungkin tidak lagi menambah hasil keseluruhan; Tingkat penghasilan di sektor 
informal umumnya rendah walaupun keuntungan kadang-kadang cukup tinggi, akan 
tetapi karena omset penjualan relatif kecil, keuntungan absolut umumnya menjadi 
kecil; Keterkaitan sektor informal dengan usaha-usaha lain sangat kecil. Kebanyakan 
usaha-usaha sektor informal berfungsi sebagai produsen atau penyalur kecil yang 
langsung melayani konsumen. Pendeknya jalur tersebut justru membuat resiko usaha 
menjadi relatif besar, dan sangat terpengaruh pada perubahan-perubahan yang terjadi 
pada konsumen. 
Defenisi lain yang melengkapi defenisi yang telah dikemukakan Simanjuntak 
(1986:23) adalah yang diajukan oleh Wirosuharjo (1986:19) yang mengemukakan 
bahwa sektor informal sebagai sektor kegiatan ekonomi kecil-kecil yang mempunyai 
ciri sebagai berikut : 
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1. Pola kegiatan tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan, maupun 
penerimaanya; 
2. Tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah; 
3. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan 
diusahakan atas dasar hitungan hari; 
4. Umumnya tidak mempunyai tempat usaha permanen dan terpisah dari  tempat 
tinggalnya; 
5. Tidak mempunyai keterkaitan dengan usaha lain yang besar; 
6. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang 
berpendapatan rendah; 
7. Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus sehingga secara luwes 
dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan tenaga kerja; 
8. Umumnya tiap satuan memperkerjakan tenaga yang sedikit dari lingkungan 
keluarga, kenalan atau dari daerah yang sama; 
9. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan. 
Dari dua pendapat yang telah dikemukakan dapatlah disimpulkan bahwa 
defenisi Wirosuharjo mempunyai ciri-ciri yang lebih lengkap, karena mengandung 
sedikitnya tiga aspek yaitu: 
1. Aspek ekonomi 
2. Aspek sosial 
3. Aspek tata ruang. 
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Aspek ekonomi, sektor informal hampir mengabaikan faktor modal, investasi, 
keterampilan, dan sistem perbankan. Selanjutnya, aspek sosial dari sektor informal 
mengandalkan pekerja keluarga, suasana patron-klien, jam kerja tidak menentu, dan 
asal daerah. Akhirnya aspek tata ruang perkotaan merupakan kegiatan utama. Lokasi 
dampak dan sifat kerjanya selalu berciri melanggar aturan, menggunakan ruang yang 
diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti trotoar jalan, taman, jembatan 
penyeberangan, emper toko dan lain sebagainya. 
Menurut Simanjuntak (1985:23) usaha sektor informal sangat  beraneka ragam 
yang antara lain meliputi jenis-jenis aktivitas sebagai berikut : 
1. Pedagang kakilima, 
2. Pedagang keliling, 
3. Tukang warung, 
4. Tukang cukur, 
5. Tukang becak, 
6. Tukang sepatu, 
7. Tukang loak, 
8. Usaha-usaha rumah tangga dalam pembuatan tempe, kue, es mambo, barang 
anyam-anyaman, tukang jahit, tukang tenun, dan lain-lain. 
Berbeda dengan Simanjuntak (1985:24), maka Hidayat (1982:31) membagi 
ruang lingkup bidang usaha sektor informal ke dalam lima sub sektor, yaitu : 
1. Industri pengolahan; pembuat makanan jadi seperti kerupuk, bumbu pecel dan 
kue-kue; 
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2. Angkutan; menjadi penarik becak; 
3. Bangunan; menjadi tukang/buruh bangunan; 
4. Jasa; tukang  sepatu dan 
5. Perdagangan; pedagang kakilima yang menjual makanan seperti gado-gado, 
nasi goreng,  pangsit mie 
 
D. Karakteristik Pedagang Informal 
1. Sarana Fisik 
Berdasarkan sarana fisik dari sektor informal maka dapat dikelompokkan 
berdasarkan : 
a. Jenis ruang, yaitu : 
1) Ruang umum, yaitu ruang yang dimiliki oleh pemerintah yang 
diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas, seperti taman kota, 
trotoar, ruang terbuka, lapangan, halte, jembatan penyeberangan dan lain-
lain. 
2) Ruang private/pribadi, yaitu ruang yang dimiliki oleh individu atau 
perorangan, seperti lahan yang dimiliki untuk pertokoan, perkantoran dan 
sebagainya. 
b. Bentuk sarana berusaha, yaitu : 
1) Gerobak/kereta dorong, digunakan untuk jenis usha makana berat, 
makanan ringan dan minuman. 
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2) Lesehan, bentuk sarana berusahanya sama dengan gerobak yaitu 
makanan berat dan minuman. 
3) Pikulan, dipakai untuk jenis usaha makanan ringan, mainan anak-anak, 
assesoris dan ikan hias. 
4) Gelaran, yaitu dipakai untuk jenis usaha berupa majalah, gambar, 
poster, kerajinan tangan dan lain-lain. 
5) Tenda, dipakai untuk jenis usaha makanan berat, makanan ringan dan 
minuman. Tenda ini umumnya menyediakan meja dan kursi untuk 
pengunjung.      
6) Kios, dipakai untu minuman segar, makanan dan sebagainya.  
c. Jenis barang dan jasa dikelompokkan dalam 3 macam  kebutuhan, yaitu : 
1) Kebutuhan  primer 
2) Kebutuhan sekunder 
3) Kebutuhan  komplementer. 
2. Penggunaan lokasi berdagang  
Dalam menempati suatu lokasi berdagang, pedagang informal 
umumnya akan berusaha untuk menempati tempat-tempat yang strategis, yang 
mudah dijangkau oleh  calon-calon pembelinya seperti pusat-pusat keramaian, 
tempat hiburan, sekitar pasar, dan sebagainya. Penempatan  lokasi ini dapat 
dibedakan  menjadi dua, yaitu lokasi yang telah diizinkan untuk 
penempatannya dan ada yang secara dinamis atau berpindah-pindah. 
  25 
 
Penempatan lokasi secara berpindah-pindah ini sering mengakibatkan 
terjadinya benturan kepentingan terhadap fasilitas-fasilitas umum, misalnya 
penggunaan trotoar, taman, pinggiran badan jalan dan lain sebagainya. 
Perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain didasarkan pada 
sejauhmana lokasi ini dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian 
keuntungan dalam usahanya.       
a. Pola Penyebaran Sektor Informal  
Pola penyebaran sektor informal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 
1) Pola penyebaran memanjang (linear concentrations) 
Pola ini sering  mengikuti jalur jalan-jalan  utama atau jalan-jalan 
penghubung dimana tingkat aksesibilitasnya tinggi sehingga 
memudahkan bagi calon pembeli untuk mencapai lokasi tersebut.     
2) Pola penyebaran mengelompok (focus aglomerations) 
Pola penyebaran ini dipengaruhi oleh faktor aglomerasi yang 
merupakan suatu keinginan untuk berkelompok bagi pedagang 
barang yang sejenis  dan komoditas yang sama sehingga dapat 
berpengaruh terhadap perhatian bagi para calon pembeli. Pola 
mengelompok ini dapat ditemukan pada ruang-riuang terbuka 
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b. Pelayanan kegiatan  
Sektor informal ini dalam melakukan kegiatannya, dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu : 
1) Waktu pelayanan  
Pelayana pada sektor informal ini biasanya tidak dilakukan dalam satu 
hari penuh tetapi waktu dalam watu hari dibagi dalam beberapa tahap, 
misalnya pagi, siang, sore dan malam. Meskipun banyak dari aktivitas 
sektor ini menggunakan dua tahap dalam melakukan aktivitasnya 
seperti pagi dan malam. 
2) Sifat pelayanan  
Sifat pelayanan dalam sektor informal ini dapat dibedakan menjadi 3 
kelompok, yaitu; pedagang menetap, artinya dalam melakukan 
aktivitasnya menempati suatu lokasi tertentu; Pedagang semi menetap, 
artinya pedagang akan menempati suatu wilayah tertentu jika ada 
kemungkinan atau faktor-faktor tertentu yang dapat mendatangkan 
keuntungan bagi usahanya, misalnya karena adanya acara-acara 
keramaian dan setelah acara tersebut selesai maka akan berpindah ke 
tempat yang lebih baik atau akan berkeliling untuk menjajakan 
dagangannya; pedagang keliling, yaitu pedagang akan lebih bersifat 
pro aktif untuk mendatangi calon konsumennya 
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E. Strategi Pembinaan Sektor Informal 
Dalam studi analisis kebijakan publik, dinyatakan bahwa kebijakan apapun 
yang diambil oleh pemerintah, senantiasa dilatarbelakangi oleh adanya masalah yang 
ingin dipecahkan. Tetapi tidak semua masalah dapat menjadi masalah umum, tidak 
semua masalah menjadi issu, dan tidak semua issu dapat dimasukkan ke dalam agenda 
pemerintah (Jones, 1984 : 18). Dan suatu masalah, baru akan menjadi policy problem 
manakala masalah-masalah itu dapat membangkitkan perhatian orang banyak untuk 
melakukan tindakan-tindakan terhadap masalah-masalah tersebut (Anderson, 1979 
:38) 
Jika masalahnya adalah langkanya pekerjaan dan makin kompleksnya 
permasalahan sektor informal, maka masalah ini menjadi milik masyarakat dan 
pemerintah. Dan karena pemerintah sebagai sektor dalam pembuatan kebijaksanaan, 
maka wajarlah jika masalah di atas diperhatikan dalam penyusunan secara analisis, 
karena jika tidak demikian masalah tersebut hanya akan tertinggal dalam agenda 
pemerintah. Untuk keperluan ini suatu rangkaian analisis sistem menjadi teramat 
penting. 
Dalam membuat kebijakan diingatkan betapa pentingnya merumuskan 
kebijakan yang tepat dalam strategi pembangunan, yang mendukung arti perumusan 
dan identifikasi masalah yang tepat, dengan pemilihan alternatif terbaik dari semua 
kemungkinan yang ada, keputusan yang tepat pada waktu dan situasi yang tepat, 
mengatur strategi implementasinya secara efektif, termasuk pengendaliannya, serta 
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menilai hasil-hasilnya secara obyektif dan kritis sebagai masukan perumusan kebijakan 
dalam siklus kebijakan yang baru (Silo dan kawan-kawan, 1989 : 24). Untuk itu 
diperlukan model perumusan dan analisis kebijakan-kebijakan sebagai dasar perekaan 
terhadap kemungkinan beberapa tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah kota, 
yang sesungguhnya amat diperlukan dalam memecahkan masalah ini. Angkatan kerja 
yang cukup besar, tersebar di daerah memerlukan perhatian pada setiap dan seluruh 
hirarki kebijakan dan langkah-langkah pembangunan daerah, seperti diketahui bahwa 
pemerintah telah mencanangkan rumusan sasaran kebijakan, menyangkut : (1) 
memperluas lapangan kerja dalam jumlah yang memadai yang dapat menyerap 
pertambahan angkatan kerja, dan mengurangi tingkat pengangguran. (2) membina dan 
mengembangkan angkatan kerja baru yang akan memasuki lapangan kerja, dan (3) 
meningkatkan peranan pasar kerja, serta (4) menerapkan perencanaan tenaga kerja 
terpadu. Dan untuk mencapai sasaran tersebut, dibuatlah strategi sebagai pedoman arah 
operasionalisasi, kebijakan pemerintah, yang dibagi kedalam empat kategori, yaitu 
kebijakan perluasan lapangan kerja yang bersifat umum, sektoral, regional dan khusus. 
Kebijakan yang umum, diterapkan di Indonesia umumnya adalah untuk melaksanakan 
program-program pembangunan yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja, 
misalnya peningkatan pembangunan desa dengan menerapkan proyek padat karya, 
Inpres Dati II, proyek reboisasi, dimana diharapkan akan dapat menampung tenaga 
kerja yang ada, walaupun sifatnya hanya sementara. Akan tetapi pada kenyataannya 
upaya tersebut tidak menyelesaikan masalah sebab masih banyak tenaga kerja yang 
tidak tertampung sehingga mendatangi perkotaan. 
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Usaha-usaha sektor informal berbeda jenis dan kemampuannya, sehingga 
kebijakan pembinaannya juga perlu berbeda. Kebijakan tersebut menurut Simanjuntak 
(1985 : 32) dapat dikelompokkan dalam empat pendekatan, yaitu : 
1. Mendorong sektor-sektor yang ada menjadi usaha formal. Misalnya, warung nasi 
menjadi restoran, pedagang kakilima menjadi toko. Untuk itu tentu diperlukan 
dukungan modal dan latihan manajerial dan pengetahuan teknis. Peningkatan ini, 
disamping meningkatkan kemampuan dan penghasilan tenaga yang bersangkutan, 
juga cenderung untuk menambah kesmepatan kerja dan lebih mudah dicatat 
sebagai wajib pajak. 
2. Meningkatkan kemampuan dalam usaha sektor informal yang sama. Misalnya 
tukang sayur dapat dilengkapi dengan gerobak yang lebih besar dan alat pendingin, 
sehingga dagangan yang tidak terjual habis masih dapat dijual besok harinya. 
Sektor informal di bidang produksi dapat dibantu melalui penyediaan bahan baku 
dan kelancaran pemasaran. 
3. Dalam hal-hal tertentu, ada beberapa usaha sektor informal yang menimbulkan 
kerugian sosial. Misalnya pedagang kakiliam yang menimbulkan lalulintas macet 
dan tidak tertib, dan usaha produksi yang mencemarkan lingkungan. 
Pemecahannya adalah dengan mengadakan relokasi, yaitu menempatkannya di 
lokasi baru. Dalam hubungan ini memang perlu dipertimbangkan faktor konsumen 
dan kemampuan penyesuaian lokasi bagi yang berusaha di sektor tersebut. Di satu 
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pihak perlu perlakuan manusiawi petugas, akan tetapi di pihak lain yang tidak 
kalah pentingnya adalah konsistensi pengaturan perlu diterapkan. 
4. Penanganan usaha sektor informal adalah mengalihkan usaha yang sama sekali 
tidak mempunyai prospek ke bidang usaha lain. Bisa terjadi seseorang terpaksa 
memilih usaha sektor informal karena orang tersebut tidak melihat atau risiko 
untuk beralih ke alternatif lain. Akan tetapi dengan membiarkan orang tersebut 
dalam pekerjaan itu, sama artinya dengan membiarkannya untuk tidak dapat maju. 
Dalam hal ini tanggung jawab pemerintah tidak terbatas pada pemberian 
penjelasan, akan tetapi juga penyediaan fasilitas latihan dan prasarana usaha 
supaya mereka bisa beralih pekerjaan atau lebih meningkat usahanya. 
 
F. Kebijakan Penataan Sektor Informal 
Dalam upaya menanggulangi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh 
pedagang kaki lima di daerah perkotaan, maka diperlukan adanya suatu kebijakan 
pemerintah terutama dalam upaya penetapan lokasi yang dapat digunakan sebagai 
aktivitas pedagang kaki lima. 
Berbagai upaya pemerintah yang telah banyak dilakukan saat ini dapat 
dikelompokkan menjadi   3 bagian, yaitu : 
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1. Pemugaran (relokasi) 
Bentuk relokasi yang sering dilakukan adalah pemugaran terhadap 
suatu lokasi untuk memperbaiki suatu kondisi yang telah ada atau dijadikan 
suatu bentuk fungsional baru. Dalam hal ini maka kelompok sektor informal 
dipindahkan sementara dan dapat menempati lokasi itu kembali setelah 
pemugaran tersebut selesai. Namun demikian, sering terjadi kegagalan dalam 
penempatan kembali dimana rancangan bangunan terkadang tidak sesuai 
dengan kebutuhan para pelaku sektor informal ini atau bahkan dipicu oleh 
tarif sewa yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi para pedagang. Hal 
ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi dapat dilakukan sepanjang tidak 
merugikan pelaku sektor informal dan disesuaikan dengan kemampuannya 
dalam penetapan tariff sewa baru.       
2. Pengaturan (stabilisasi) 
Hal ini dimaksudkan untuk mengadakan penataan pada suatu lokasi 
tertentu sehingga tidak menimbulkan suatu gejolak sosial di masyarakat, 
misalnya terjadinya benturan kepentingan terhadap fasilitas umum. Di 
samping itu penataan ini dimaksudkan pula untuk mengurangi kesemrautan 
di daerah perkotaan. Berbagai hal yang dapat dilakukan dalam penataan ini 
adalah : 
a. Menempatkan pada suatu  ruang terbuka  
b. Memberikan ruang pada sarana parkir pada waktu tertentu. 
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c. Memanfaatakn  pinggir taman atau lapangan dan lain sebagainya.    
3. Pemindahan (removal) 
Pemindahan sektor informal dimaksudkan untuk mengadakan 
penataan atau menempatkan pada suatu lokasi tertentu. Pemindahan seperti 
ini dapat berupa pasar resmi atau sebuah lokasi khusus yang ditetapkan 
sebagai lokasi informal. Usaha seperti ini telah banyak dilakukan oleh 
beberapa kota di Indonesia, tetapi banyak pula yang mengalami kegagalan.  
Dalam upaya seperti ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain : 
rancangan bangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang bermacam-
macam dari tipe usaha yang berbeda, penetapan tarif sewa senantiasa 
diperhatikan, pemindahan lokasi harus tetap memperhatikan kedekatan 
dengan calon konsumen. 
 
G. Peraturan Zonasi 
1. Zonasi untuk Struktur Ruang 
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional dan 
jaringan prasarana nasional disusun dengan memperhatikan:  
a. Pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana nasional untuk 
mendukung berfungsinya sistem perkotaan nasional dan jaringan 
prasarana nasional;  
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b. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan 
terhadap berfungsinya sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana 
nasional; dan  
c. Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi 
sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional. 
2. Zonasi untuk Sistem Perkotaan Nasional 
Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) disusun 
dengan memperhatikan:  
a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala 
internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan 
infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang 
dilayaninya; dan  
b. Pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman 
dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi 
yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal. 
Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) disusun 
dengan memperhatikan:  
a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi 
yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai 
dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan  
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b. Pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman 
dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang 
kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan. 
Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) disusun dengan 
memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala 
kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan 
yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.  
Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) 
disusun dengan memperhatikan:  
a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan yang berdaya 
saing, pertahanan, pusat promosi investasi dan pemasaran, serta pintu 
gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, 
dan keamanan; dan  
b. Pemanfaatan untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara 
terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial 
budaya masyarakat. 
3. Sistem Jaringan Transportasi Nasional 
Peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional disusun dengan 
memperhatikan:  
a. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat 
intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan 
ruangnya dibatasi; 
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b. Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di 
sepanjang sisi jalan nasional; dan  
c. Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang 
memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan. 
 
H. Pengertian Ruang, Tata Ruang, dan Penataan Ruang 
Menurut (D.A. Tisnaadmidjaja, 1997: 6) yang dimaksud dengan ruang adalah 
“wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah 
bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas 
kehidupan yang layak”. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana 
dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat 
yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan 
tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut merupakan ruang lingkup 
penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara. Jadi, hukum penataan 
ruang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu hukum yang berwujud 
struktur ruang (ialah sususnan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana 
dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang 
secara hierarkis memiliki hubungan fungsional) dan pola ruang (ialah distribusi 
peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi 
lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya). 
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I.  Asas dan Tujuan Penataan Ruang 
Menurut Herman Hermit “sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu 
keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam 
pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, termasuk Undang-
Undang Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan”. Berdasarkan Pasal 2 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang 
diselenggarakan berdasarkan asas: 
1. Keterpaduan. 
Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 
mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas 
wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain, 
adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 
2. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. 
Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang 
diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola 
ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, 
keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara 
kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. 
3. Keberlanjutan. 
Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 
menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. 
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4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan. 
Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang 
diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang 
terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. 
5. Keterbukaan. 
Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 
memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan 
informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. 
6. Kebersamaan dan kemitraan. 
Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang 
diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 
7. Perlindungan kepentingan umum. 
Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang 
diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. 
8. Kepastian hukum dan keadilan. 
Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang 
diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-
undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan 
rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak 
secara adil dengan jaminan kepastian hukum. 
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9. Akuntabilitas. 
Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat 
dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya. 
 
J. Klasifikasi Penataan Ruang 
Klasifikasi penataan ruang ditegaskan dalam Undang-Undang Penataan Ruang 
bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, 
wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.29 Selanjutnya 
ditegaskan sebagai berikut: 
1. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem 
internal perkotaan. 
2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri dari kawasan lindung 
dan kawasan budi daya. 
3. Penataan ruang berdasarkan wilayah administrasi terdiri atas penataan ruang 
wilayah nasional, penataaan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang 
wilayah kabupaten/kota. 
4. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang 
kawasan perkotaan, dan penataan ruang kawasan perdesaan. 
5. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang 
kawasan strategis nasional, penatan ruang kawasan strategis provinsi, dan 
penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. 
Penyelenggaraan penataan ruang harus memperhatikan hal sebagai berikut: 
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1. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap 
bencana. 
2. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, 
kondisi ekeonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, 
lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan. 
3. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. 
Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan 
penataan ruang wilayah kabupaten/kota harus dilakukakn secara berjenjang dan 
komplementer. Komplementer yang dimaksud disini adalah bahwa penataan ruang 
wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah 
kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan dalam 
penyelenggaraannya tidak terjadi tumpah tindih kewenangan. 
 
K. Tugas dan Wewenang Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang 
Tugas negara dalam penyelenggaraan penatan ruang meliputi dua hal, yaitu; (a) 
police making, ialah penentuan haluan negara; (b) task executing, yaitu pelaksanaan 
tugas menurut haluan yang telah ditetapkan oleh negara. Dalam pelaksanaan tugas 
sebagaimana dimaksud di atas, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan 
penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan penataan 
ruang itu dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: 
1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang 
wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan 
penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 
3. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional. 
4. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional. 
5. Kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja sama penataan 
ruang antarprovinsi. 
Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang 
meliputi: 
1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan 
ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan 
penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota. 
2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi. 
3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi. 
4. Kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama 
penataan ruang antarkabupaten/kota. 
Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan 
penataan ruang meliputi: 
1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan 
ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. 
2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. 
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3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. 
5. Kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota. 
Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan 
ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
1. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota. 
2. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 
3. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 
 
L. Tingkat Pelayanan Transportasi 
1. Kapasitas 
Kapasitas di nyatakan sebagai jumlah penumpang atau barang yang 
bisa di pindahkan dalam satuan waktu tertentu, misalnya orang per jam atau 
ton per jam. Dalam hal ini, kapasitas merupakan fungsi atau ukuran tempat 
atau sarana transportasi dan kecepatan, serta memengaruhi besarnya tenaga 
gerak yang dibutuhkan. Pada dasarnya, biasanya semua pihak berusaha untuk 
meningkatkan kapasitas dengan cara memperbesar ukuran, mempercepat 
perpindahan, merapatkan atau memadatkan penumpang/barang angkutan. 
Namun demikian, ada batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam 
mengupayakan hal-hal tersebut, antara lain keterbatasan ruang gerak yang 
ada, keselamatan, kenyamanan, dan lain-lainnya. 
Sebagai ilustrasi, kapasitas penumpang dalam angkutan umum, 
misalnya diperkirakan sebanyak 4-8 orang/ m2 , sedangkan kapasitas ideal 
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jalan adalah sekitar 1.000 satuan mobil penumpang/lajur/jam (tergantung 
komposisi lalu lintas, lebar jalur, keadaan samping jalan, dan lainnya). 
Sedangkan kapasitas runway dalam melayani penerbangan atau pendaratan 
pesawat adalah 20-50 operasi per jam. 
a. Kapasitas Dasar (Co) ditetapkan dengan mengacu pada tabel berikut: 
Tabel 1. Kapasitas Dasar Berdasarkan Tipe Jalan  
Tipe Jalan Kapasitas Dasar (smp/jam) Keterangan 
4 Lajur 
bermedian atau 
jalan satu arah 
1650 Per Lajur 
4 lajur tak 
bermedian 
1500 Per Lajur 
2 lajur tak 
bermedian 
2900 Total di kedua lajur 
Sumber : MKJI Tahun 1997 
 
b. Pengaruh faktor penyesuaian kapasitas untuk lebar jalur lalu-lintas (FCw) 
ditetapkan dengan mengacu pada tabel berikut: 
Tabel 2. Pengaruh Faktor Lebar Jalan 
Tipe Jalan Lebar Jalan Efektif, Wc (m) FCw (km/jam) 
4 Lajur bermedian 
atau jalan satu arah 
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Sumber : MKJI tahun 1997 
c. Faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisahan arah (FCsp) ditetapkan 
dengan mengacu pada tabel berikut: 
Tabel 3. Pengaruh Distribusi Arah 
SP %-% 50-50 55-45 60-40 65-35 70-30 
FCSP 2 lajur (2/2) 1.00 0.97 0.94 0.91 0.88 
4 lajur (4/2) 1.00 0.985 0.97 0.955 0.94 
Sumber : MKJI Tahun 1997 
d. Faktor Penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping (FCSF) ditetapkan 
dengan mengacu pada tabel berikut: 





Jalan perkotaan Jalan Luar Kota 


















Sedang M Daerah industry, 























Jalan perkotaan Jalan Luar Kota 
Sangat tinggi VH Daerah komersial 
dengan aktivitas 






Sumber: MKJI, 1997 






Faktor penyesuaian untuk hambatan samping 
(FCSF) untuk jalan dengan lebar bahu efektif 
rata-rata Ws (m) 





VL 0,96 0,98 1,01 1,03 
L 0,94 0,97 1,00 1,02 
M 0,92 0,95 0,98 1,00 
H 0,88 0,92 0,95 0,98 





VL 0,96 0,99 1,01 1,03 
L 0,91 0,97 1,00 1,02 
M 0,92 0,95 0,98 1,00 
H 0,87 0,91 0,94 0,98 






VL 0,94 0,96 0,99 1,01 
L 0,92 0,94 0,97 1,00 
M 0,89 0,92 0,95 0,98 
H 0,82 0,86 0,90 0,95 
VH 0,73 0,79 0,85 0,91 
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e. Faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota (FCCS), ditetapkan 
dengan mengacu pada tabel berikut: 
 
Tabel 6. Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Ukuran Kota 
Ukuran Kota (Juta 
penduduk) 
Faktor Penyesuaian 
Untuk Ukuran kota 
(FCCS) 
< 0,1 0,86 
0,1- 0,5 0,90 
0,5- 1,0 0,94 
1,0-3,0 1,00 
> 3,0 1,04 
Sumber: MKJI, 1997 
2. Aksesibilitas 
Aksesibilitas menyatakan tentang kemudahan orang dalam 
menggunakan suatu sarana transportasi dan bisa berupa fungsi jarak maupun 
waktu. Suatu sistem transportasi sebaiknya bisa diakses dengan jumlah dari 
berbagai tempat dan setiap saat mendorong orang menggunakannya dengan 
mudah.  
3. Kualitas Pelayanan 
a. Keselamatan 
Keselamatan erat hubungannya dengan masalah kemungkinan kecelakaan 
dan terutama berkaitan dengan sitem pengendalian yang digunakan. Suatu 
sistem transportasi yang mempunyai suatu sistem pengendalian yang ketat 
biasanya mempunyai tingkat keselamatan dan keamanan yang tinggi. 
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b. Keandalan 
Keandalan berhubungan dengan faktor-faktor, seperti ketetapan jadwal 
waktu dan jaminan sampai di tempat tujuan. Suatu sistem transportasi yang 
andal berarti penumpang dan/atau barang yang diangkutnya bisa sampai 
pada waktu yang tepat dan tidak mengalami gangguan atau kerusakan. 
c. Fleksibilitas  
Fleksibilitas adalah kemudahan yang ada dalam mengubah segala sesuatu 
sebagai akibat adanya kejadian yang berubah tidak sesuai dengan skenario 
yang direncanakan. Contohnya adalah apabila pola perjalanan orang 
berubah akibat perkembangan telekomunikasi, maka sistem transportasi 
yang bersangkutan juga bisa dengan mudah disesuaikan. 
d. Kenyamanan 
Kenyamanan transportasi, terutama berlaku untuk angkutan penumpang 
erat kaitannya dengan masalah tata letak tempat duduk, sistem pengaturan 
udara di dalam kendaraan, ketersediaan fasilitas. 
e. Kecepatan 
Kecepatan merupakan faktor yang sangat penting dan erat kaitannya 
dengan masalah efisiensi sistem transportasi. Pada prinsipnya, orang selalu 
menginginkan kecepatan yang tinggi dalam bertransportasi. Namun, 
demikian, keinginan itu kadang-kadang dibatasi oleh berbagai hal, 
misalnya kemampuan mesin atau tenaga penggerak yang terbatas, masalah 
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keselamatan dan kemampuan manusia dalam mengendalikan pergerakan 
yang juga terbatas. 
f. dampak 
Dampak transportasi sangat beragam jenisnya, mulai dari dampak 
lingkungan (polusi,kebisingan,getaran, dan lain-lain) sampai dengan 
dampak sosial politik yang ditimbulkan/diharapkan oleh adanya suatu 
operasi lalu lintas serta besarnya konsumsi energi yang dibutuhkan. ( Drs. 
M.N. Nasution, M.S.Tr., APU. 2008:323) 
 
M. Sistem Jaringan jalan 
Jaringan jalan mempunyai peranan yang penting dalam sistem transportasi kota 
dan dapat dikatakan terpenting karena biasanya yang menjadi masalah dalam 
transportasi kota adalah kekurangan jaringan jalan. Ditinjau dari fungsi kota terhadap 
wilayah pengembangannya maka sistem jaringan jalan ini ada dua macam yaitu sistem 
primer dan sistem sekunder. Sistem primer, yaitu jaringan jalan yang berkaitan dengan 
hubungan antar kota, di dalam kota sistem primer ini akan berhubungan dengan fungsi-
fungsi kota yang bersifat regional, seperti kawasan industri, kawasan pergudangan, 
kawasan perdagangan grosir dan pelabuhan. Ciri-ciri lain ialah bahwa lalu-lintas jalan 
primer ini merupakan jalan lintas truk. 
Sistem Sekunder , yaitu jaringan jalan yang berkaitan dengan pergerakan lalu-
lintas bersifat di dalam kota saja. Masing-masing sistem primer atau sistem sekunder 
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dapat dibagi atas berbagai fungsi jalan, yaitu jalan bebas hambatan, jalan arteri, jalan 
kolektor dan jalan lokal. 
 





1. Jalan Bebas Hambatan (express way) 
Jalan bebas hambatan (express way) berfungsi untuk menampung 
pergerakan lalu-lintas yang sangat besar dari suatu wilayah ke wilayah yang 
lain dan melewati kota untuk mengurangi kemacetan lalu-lintas  
Apabila suatu kota bertambah besar maka arah dan  ujuan dari volume lalu-
lintas akan semakin tinggi, kapasitas jalan arteri yang ada tidak dapat 
menampung lagi. Untuk mengatasi ini maka dibangunlah jalan bebas 
hambatan pada jaringan-jaringan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Salah 
Jalan bebas hambatan 
Jalan arteri utama 
Jalan arteri 
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satu ciri utama dari jalan bebas hambatan ialah tidak dapat dipotong 
langsung oleh jalan lain, tetapi melalui sistem perpotongan jalan dengan 
konstruksi khusus yang menghubungkan lalu-lintas cabang ke lalu-lintas 
bebas hambatan, sehingga lalu-lintas tidak terhambat walaupun ada arus 
masuk ke arah lalu-lintas bebas hambatan. Fasilitas dari jalan bebas 
hambatan memerlukan dana yang besar, maka jalan bebas hambatan ini 
kadang-kadang berfungsi juga menjadi jalan tol, artinya pemakai jasa jalan 
harus membayar sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh pembina 
jalan. (Woods,1960:236). 
2. Jalan Arteri 
Jalan arteri, adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri 
perjalanan jauh, dengan kecepatan rata-rata agak tinggi, dan jumlah jalan 
masuk dibatasi secara efisien. Sebenarnya jalan arteri berfungsi sama dengan 
jalan bebas hambatan, yaitu menghubungkan pusat-pusat pembangkit lalu-
lintas di kota, bedanya ialah bahwa jalan bebas hambatan hanya ada pada 
kota-kota metropolita, sedangkan jalan arteri ada pada setiap kota.. 
3. Jalan Kolektor 
Jalan kolektor, jalan yang melayani angkutan pengumpulan / pembagian 
dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan 
jumlah jalan masuk dibatasi. Jaringan jalan ini ialah jalan-jalan yang 
menghubungkan jalan arteri dengan jalan lokal. Jadi volume lalu-lintas dari 
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jalan lokal dikumpulkan oleh jalan kolektor dan dibawa ke jalan arteri dan 
selanjutnya dibawa ke tempat tujuan 
4. Jalan Lokal 
Dalam sistem primer, jalan lokal primer adalah jalan-jalan yang 
menghubungkan pusat kota dari orde 1, orde 2, dengan persil-persil pada 
kawasan yang berfungsi regional. Jalan lokal primer didesain berdasarkan 
kecepatan rencana paling rendah 20 Km/jam dengan lebar badan jalan paling 
kurang 6 meter. 
Dalam sistem sekunder, maka jalan lokal sekunder adalah jalan yang 
menghubungkan pusat kota dengan perumahan, pusat bagian wilayah kota 
dengan perumahan, dan pusat sub bagian wilayah kota dengan perumahan 
yang terdekat pada masing-masing pusat tertentu. Jalan lokal sekunder, 
didesain berdasarkan kegiatan rencana paling rendah 10 km/jam dan lebar 
jalan tidak kurang dari 5 meter 
 
N. Karakteristik Geometrik Jalan 
1. Tipe jalan 
Berbagai tipe jalan akan menunjukkan kinerja berbeda pada 
pembebanan lalu lintas tertentu. Tipe jalan ditunjukan dengan 
potongan melintang jalan yanh ditunjukan oleh jalur dan arah pada 
setiap segmen jalan (MKJI, 1997). 
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2. Lebar jalur dan lajur lalu lintas 
Jalur lalu lintas adalah keseluruhan bagian perkerasan jalan yang 
diperuntukkan untuk lalu lintas kendaraan. Jalur lalu lintas terdiri dari 
beberapa lajur kendaraan. Lajur lalu lintas merupakan bagian dari jalur 
lalu lintas yang khusus diperuntukkan untuk dilewati oleh satu 
rangkaian kendaraan dalam satu arah. Lebar jalur lalu lintas merupakan 
bagian jalan yang paling menentukan lebar melintang jalan secara 
(Sukirman, 1994 : 40). 
3. Bahu jalan 
Menurut Sukirman, 1994, bahu jalan adalah jalur yang terletak 
berdampingan dengan jalur lalu lintasdan berfungsi sebagai : 
a. Ruangan untuk tempat berhenti sementara bagi kendaraan yang 
mogok atau sekedar berhenti karena pengemudi ingin berorientasi 
mengenai jurusan yang akan ditempuh atau untuk beristirahat. 
b. Memberikan sokongan pada kontruksi perkerasan jalan dari samping. 
c. Ruangan pembantu pada waktu mengerjakan pekerjaan perbaikan 
atau pemeliharaan jala (tempat meletakkan alat dan material). 
d. Ruangan untuk menghindarkan diri dari saat - saat darurat sehingga 
dapat mencegah terjadinya kecelakaan 
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4. Trotoar dan Kreb 
Dalam MKJI, 1997, trotoar adalah bagian jalan yang disediakan untuk pejalan 
kaki yang biasanya sejajar dengan jalan dan dipisahkan dari jalur jalan oleh 
kerb. Kerb adalah batas antara jalur lalu lintas dan trotoar berpengaruh terhadap 
dampak hambatan samping pada kapasitas dan kecepatan. Kapasitas jalan 
dengan kereb lebih kecil dari jalan dengan bahu. Selanjutnya kapasitas 
berkurang jika terdapat penghalang tetap dekat tepi jalur lalu lintas, tergantung 
apakah jalan mempunyai kereb atau bahu. 
5. Median Jalan 
Median jalan adalah jalur yang terletak di tengah jalan untuk membagi jalan 
dalam masing-masing arah. Median serta batas-batanya harus terlihat oleh setap 
mata pengemudi baik siang atau malam hari (Sukirman, 1994). Fungsi median 
jalan adalah sebagai berikut : 
a. Menyediakan daerah netral yang cukup lebar dimana pengemudi 
masih dapat mengontrol keadaannya pada saat darurat. 
b. Menyediakan jarak yang cukup untuk membatasi/mengurangi 
kesilauan terhadap lampu besar dari kendaraan yang berlawanan. 
c. Menambah rasa kenyamanan dan keindahan bagi setiap pengemudi. 
6. Alinyemen Jalan 
Lengkung horisontal dengan jari jari kecil mengurangi kecepatan arus bebas. 
Tanjakan yang curam juga mengurangi kecepatan arus bebas. Karena secara 
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umum kecepatan arus bebas di daerah perkotaan adalah rendah maka 
pengaruh ini diabaikan (MKJI, 1997). 
 
O. Kapasitas Jalan 
Kapasitas adalah suatu ruas jalan dalam suatu sistem jalan adalah jumlah 
kendaraan maksimum yang memiliki kemungkinan yang cukup untuk melewati ruas 
jalan tersebut dalam periode waktu tertentu (Oglesby dan Hicks, 1993). Kapasitas 
merupakan salah satu ukuran kinerja lalu lintas pada saat arus lalu lintas maksimum 
dapat dipertahankan pada suatu bagian jalan (MKJI, 1997). 
1. Derajat Kejenuhan 
 Kerapatan (density) adalah jumlah kendaraan yang menempati suatu 
panjang lajur arau jalur, dan secara umum dinyatakan dalam kendaraan per 
kilometer atau kendaraan per kilometer per lajur (HCM, 1994 : 44). 
Menurut MKJI 1997, kerapatan adalah rasio perbandingan arus terhadap 
kecepatan rata - rata, dinyatakan dalam kendaraan (smp) per kilometer (km). 
Arus, kecepatan, dan kerapatan merupakan unsur dasar pembentuk aliran lalu 
lintas.  
Pola hubungan yang diperoleh dari ketiga unsur tersebut adalah : 
a. Arus dengan kerapatan. 
b. Kecepatan dengan kerapatan. 
c. Arus dengan kecepatan 
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2. Tingkat Pelayanan Jalan 
Perilaku lalu lintas diwakili oleh tingkat pelayanan (LOS), yaitu 
ukuran kualitatif yang mencerminkan persepsi para pengemudi dan penumpang 
mengenai karakteristik kondisi operasional dalam arus lalu lintas (HCM,1994). 
Dalam  Peraturan Menteri Perhubungan No : KM 14 Tahun 2006, tingkat 
pelayanan adalah kemampuan ruas jalan dan/atau persimpangan untuk 
menampung lalu-lintas pada keadaan tertentu 
3. Lapis Keras Lentur (flexible pavement) 
Lapis keras lentur (flexible pavement) adalah perkerasan yang menggunakan 
aspal sebagai bahan pengikat. Struktur lapisan keras lentur terdiri dari lapisan-
lapisan berikut ini (Sukirman, 1992:78) : 
1. Lapis permukaan (surface course) 
Lapis permukaan adalah lapisan yang terletak paling atas. Lapis 
permukaan berfungsi sebagai berikut : 
a. Lapis perkerasan penahan roda, lapisan mempunyai stabilitas 
tinggi untuk menahan beban roda selama masa pelayanan. 
b. Lapis aus (wearing course), lapisan yang langsung menderita 
gesekan akibat rem kendaraan sehingga mudah menjadi aus. 
c. Lapis yang menyebarkan beban ke lapisan bawah, sehingga dapat 
dipikul oleh lapis lain yang mempunyai daya dukung yang lebih 
jelek. 
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2. Lapis pondasi atas (base course) 
Lapis pondasi atas adalah lapisan perkerasan yang terletak 
diantara lapisan pondasi bawah dan lapisan permukaan, yang 
berfungsi sebagai berikut: 
a. Bagian perkerasan yang menahan gaya lintang dari beban roda 
dan menyebarkan beban ke lapisan di bawahnya. 
b. Lapisan peresapan untuk lapisan pondasi bawah. 
c. Bantalan terhadap lapisan permukaan. 
3. Lapisan pondasi bawah (subbase course) 
a. Lapisan pondasi bawah adalah lapis perkerasan yang terletak 
antara lapis pondasi atas dan tanah dasar, yang berfungsi sebagai 
berikut : Bagian dari konstruksi perkerasan untuk menyebarkan 
beban roda ke tanah dasar. 
b. Effisiensi penggunaan material. 
c. Mengurangi tebal lapisan di atasnya yang lebih mahal. 
d. Lapisan pertama, agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. 
e. Lapisan untuk mencegah partikel-partikel halus dari tanah dasar 
naik ke pondasi atas. 
4. Lapisan tanah dasar (subgrade) 
Lapisan tanah dasar adalah lapisan tanah setebal 50 - 100 cm diatas 
mana akan di letakkan lapisan pondasi bawah 
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A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif-
kuantitaif atau dikenal dengan metode mixed methods. Penelitian ini merupakan suatu 
langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada 
sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Metode penelitian 
kombinasi (mixed methods) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan 
atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk 
digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh 
data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan obyektif (Sugiyono, 2011 : 404).  
Alasan penulis memilih menggunakan metode penelitian deskriptif yang 
didasarkan pada data kuantitatif dalam penelitian ini karena penelitian ini bertujuan 
untuk menggambarkan atau melukiskan serta menguraikan suatu keadaan atau obyek 
yang berdasarkan data dan fakta yang ada serta berlangsung untuk kemudian disusun, 
dijelaskan atau dianalisis. Penggunaan metode deskriptif ini juga didasarkan pada 
tujuan – tujuan dan sifat – sifat yang melekat didalamnya, yaitu untuk menyusun 
kembali data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya dideskripsikan untuk 
diambil kesimpulan.
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B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan oleh penulis di sepanjang Jl. 
Hertasning Kota Makassar sampai Jl. Tun Abdul Razak Kabupaten Gowa. 
Penetapan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan sebagai 
berikut: 
a. Maraknya bangunan komersial di sekitar lokasi penelitian. 
b. Seringnya terjadi pemanfaatan ruas jalan atau bahu jalan sebagai tempat 
berjualan pedagang informal. 
c. Berkembangnya pusat-pusat kegiatan baru misalnya aktivitas ekonomi, 
pendidikan, dan perkantoran sehingga aktivitas jalan meningkat 
khususnya di koridor jalan hertasning sampai jalan tun abdul razak. 
2. Waktu Penelitian 
Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan dilakukan pada bulan Mei pada 
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C. Jenis dan Sumber Data 
Penelitian ini perlu didukung dengan adanya data yang akurat dan lengkap. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya yaitu: 
1. Jenis Data 
Jenis data yang dilakukan dalam penelitian di gunakan yaitu: 
a. Data Kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, 
karakteristik berwujud pernyataan atau berupa kata-kata. Data yang 
dimaksud berupa RTRW Kota Makassar, RTRW Kabupaten Gowa, 
RTRW Mamminasata. 
b. Data Kuantitatif adalah berupa angka yang bisa di peroleh dengan 
menggunakan perhitungan sederhana. Data ini meliputi data kapasitas ruas 
jalan yang ada sepanjang jalan hertasning dan jalan tun abdul razak.  
 
2. Sumber Data 
a. Data Primer yang diperloeh melalui observasi langsung di lapangan dan 
wawancara. 
b. Data Sekunder yang diperoleh dari RTRW kabupaten/kota dan Manual 
Kapasitas Jalan Indonesia 1997 serta instansi terkait seperti kantor 
kecamatan, kantor lurah. Dan di peroleh dari jurnal nasional maupun 
internasional terkait dengan penelitian. 
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D. Metode Pengolahan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 
1. Metode observasi yaitu pencarian data dengan mengidentifikasi data serta 
pengambilan data secara langsung di lapangan. Kegiatan observasi dilakukan 
secara sistematis untuk menjajaki masalah dalam penelitian serta bersifat 
eksplorasi.  
2. Metode pustaka yaitu cara pengumpulan data informasi dengan membaca atau 
mengambil literature laporan, bahan perkuliahan dan sumber-sumber lainnya 
yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. 
3. Metode wawancara yaitu pengumpulan data melalui percakapan secara 
langsung dengan bertatap muka dengan responden. Pertanyaan yang diajukan 
kepada responden dengan menunjuk data yang ingin di pertanyakan. Teknik ini 
merupakan salah satu teknik bantu dalam pengumpulan data pada penelitian ini.  
4. Studi dokumentasi, untuk melengkapi data maka diperlukan informasi dari 
dokumentasi yang ada hubungannya dengan objek yang menjadi studi. Dengan 
cara mengambil gambar dan dokumentasi foto. 
 
E. Populasi dan Sampel 
Penentuan populasi dan sampel dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 
menjadi acuan dalam melakukan penarikan suatu kesimpulan melalui metode 
kuisioner. 
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1. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau jumlah keseluruhan 
dari unit analisis dalam penelitian dan merupakan unsur-unsur keperluan yang 
memliki satu atau beberapa ciri/karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Arikunto,1997). 
Adapun yang menjadi populasi adalah semua masyarakat pedagang sektor 
informal dan semua orang yang bertempat tinggal di pinggir jalan yang di 
tempati oleh pedagang di sepanjang jalan hertasning sampai jalan tun abdul 
razak yang mencakup wilayah kecamatan Rappocini Kota Makassar dan 
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Berdasarkan perhitungan di 
eksisting bahwa jumlah populasi adalah 100. Populasi ini nantinya akan 
menjadi acuan dalam menentukan jumlah sampel. 
2. Sampel 
Sampel adalah jumlah anggota yang dipilih/diambil dari suatu populasi, 
yang diharapkan mampu mewakili atau menggambarkan ciri-ciri keberadaan 
populasi sebenarnya. Teknik penarikan sampel berdasarkan lingkup 
pembahasan dan data yang dibutuhkan untuk penelitian maka penarikan sampel 
dalam penelitian ini yakni dilakukan secara acak, yaitu sampel yang dapat 
mewakili populasi disesuaikan dengan kebutuhan data dalam penelitian dengan 
ciri-ciri yang ada pada lokasi dan keberadaannya di anggap baik dan berkualitas 
atau mampu menggambarkan karakteristik atau profil keberadaan populasi 
sebenarnya. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Teknik 
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pengambilan sampel secara purposive sampling digunakan karena tidak seluruh 
populasi bisa di jadikan sampel. Adapun Rumus sampel yang akan digunakan 
adalah sebagai berikut: 
       N 
n =  
 N e2 +  1 
Keterangan: 
n = Jumlah Sampel yang diambil 
N = Jumlah Populasi 
e = Taraf Nyata (10%) 
1 = Bilangan Konstanta 
Berikut ada adalah perhitungan sampel : 
Diketahui : N = 100 
  e = ditetapkan 0,1 yaitu penyimpangan dalam pemakaian 
sampel sebesar 10% 
  1 = Bilangan Konstanta 
Demikian dapat diketahui besarnya sampel sebagai berikut: 
                  N 
n =  
             N e2 +  1 
 
                      100 
n =  
             (100).(0,1)2 +  1 
 
               100 
n =  
               1 +  1 
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                100 
n =  
                 2 
n =      50 
              
Berdasarkan hasil dari perhitungan sampel yang menggunakan purposive 
sampling, maka dapat di ketahui bahwa banyaknya jumlah sampel yang akan di teliti 
pada penelitian ini sebangyak 50 sampel. 
 
F. Variabel Penelitian 
Variabel dapat diartikan ciri dari individu, objek, gejala, peristiwa yang 
dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif (Sudjana, 1984). Variabel dipakai 
dalam proses identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. 
Semakin sederhana suatu rancangan penelitian semakin sedikit variabel penelitian 
yang digunakan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat 
diketahui melalui tabel berikut ini : 
 
Tabel 7. Variabel Penelitian 










fungsi ruang  
milik jalan di 
sepanjang Jl. 
Hertasning 
1. Faktor kinerja jalan 
meliputi: kapasitas 
ruas jalan, volume 
lalu lintas, drajat 
kejenuhan, tingkat 
pelayanan 
2. Faktor pelayanan 
publik yaitu kondisi 
sosial, ekonomi, dan 
estetika 
3. Fakkor kebijakan 
tata ruang 
Data primer dan 
sekunder 
Obervasi dan 
Survey Lapangan  
  65 
 























1. Sistem pusat 
pelayanan pedagang 
informal di sepanjang 
jalan hertasning 
sampai jalan tun 
abdul razak 
2. Kawasan pedagang 
informal terpadu 
3. Peningkatan jalan di 
sekitar Lokasi 
penelitian 
Data primer dan 
sekunder 
Obervasi dan 
Survey Lapangan  
 
G. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Analisis data yang dilakukan adalah rangkaian kegiatan untuk pengelolaan 
dan menganalisis data-data guna menjawab permasalahan dan untuk pencapaian 
tujuan yang diharapkan dalam penilitian. Terdapat beberapa metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Analisis Deskriptif  Kuantitatif 
Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 
data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam 
analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 
responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 
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menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 
menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan. Adapun analisis 
kuantitatif ini antara lain analisis kinerja jalan. Kinerja jalan merupakan 
kemampuan dari suatu ruas jalan dalam melayani arus lalu lintas yang terjadi 
pada ruas jalan tersebut. 
 Analisis yang ingin di lakukan terhadap kinerja jalan yaitu kapasitas 
ruas jalan, volume kendaraan, dan drajat kejenuhan di sepanjang jalan 
hertasning sampai jalan tun abdul razak dengan mengitung jalan bebas 
hambatan tersebut. Prosedur perhitungan yang dipergunakan dalam 
pengolahan data adalah prosedur yang digunakan dalam Manual Kapasitas 
Jalan Indonesia (MKJI) 1997. Dimana rumus jalan bebas hambatan dalam 
Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 adalah : 
a. Kapasitas jalan 
C = C0 x FCW x FCSP  x FCsf  x FC cs (smp / jam) 
Dimana: 
C    : Kapasitas ruas jalan (smp/jam) 
CO  :  Kapasitas dasar (smp / jam) 
FCW : Faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas 
FCSP : Faktor penyesuaian pemisahan arah 
FCSF = Faktor penyesuaian akibat hambatan samping 
FCCS = Faktor penyesuaian ukuran kota 
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b. Volume Kendaraan 
Volume lalu lintas berdasarkan hasil survey dinas perhubungan 
yang dilakukan dengan cara menghitung jumlah kendaraan 
berdasarkan jenis yang telah ditentukan sebelumnya (HV, LV, MC) 
dengan alat penghitung (counter) yang melewati titik pengamatan 
dalam suatu nterval waktu tertentu. 
c. Drajat Kejenuhan 
Rasio volume terhadap kapasitas, sebagai faktor utama untuk 
menentukan tingkat kinerja simpang atau ruas jalan. Persamaan dasar 
derajat kejenuhan adalah: 
DS = V/C  
Keterangan : 
DS = Drajat Kejenuhan 
V   = Volume Kendaraan 
C   = Kapasitas Ruas Jalan 
Dari hasil hitungan Volume  (V) dengan kapasitas (C), dapat 
dilakukan analisis ruas jalan tersebut dengan cara membandingkan V 
dengan C. Jika nilai V/C ratio sebenarnya rendah (berarti kualitas 
jalan tinggi), sedangkan kecepatan perjalanan rendah, maka berarti 
ada gangguan pada ruas jalan tersebut.  Akan tetapi, jika 
V/C ratio sudah tinggi serta kecepatan juga rendah, maka 
kemungkinan besar untuk meningkatkan ruas jalan tersebut adalah 
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dengan pelebaran jalan. Dengan melihat V/C ratio dan kecepatan 
perjalanan pada seluruh jaringan jalan, dapat ditentukan rangking 
prioritas penanganan jalan. 
Setelah mendapatkan nilai drajat kejenuhan maka dilakukan 
Penilaian Kualitas Suatu Ruas Jalan. 
Kualitas suatu ruas jalan dapat dinilai dari : 
1) perbandingan antara volume lalulintas yang lewat pada ruas 
jalan tersebut dengan kapasitasnya (V/C ratio), 
2) kecepatan perjalanan pada ruas jalan tersebut (travel speed) 
Semakin tinggi nilai V/C, semakin rendah kualitas jalan 
tersebut. Sebaliknya semakin tinggi kecepatan perjalanannya, 
semakin tinggi kualitas ruas jalan tersebut. 
2. Analisis Deskriptif Kualitatif 
Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 
manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 
kelas peristiwa pada masa sekarang dan bertujuan membuat deskripsi, 
gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-
fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Yang ingin di 
analisis berupa aspek pelayanan publik dan kebijakan tata ruang. Dengan 
menggambarkan hasil responden serta pengidentifikasian faktor-faktor yang 
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paling berpengaruh terhadap keberadaan aktifitas pedagang informal di 
sepanjang jalan terhadap fungsi ruang milik jalan. 
 
C. Defenisi Oprasional  
1. Pengaruh adalah sebagai suatu daya yang ada atau timbul dari suatu hal yang 
memiliki akibat atau hasil dan dampak yang ada. Seperti halnya keadaan 
aktivitas yang timbul karena adanya pedagang informal di sepanjang jalan. 
2. Aktivitas adalah kegiatan atau keaktifan pedagang informal yang dilakukan 
atau kegiatan-kegiatan yang terjadi di sepanjang jalan hertasning sampai jalan 
tun abdul razak baik secara fisik maupun non fisik. 
3. Pedagang informal merupakan orang yang berusaha dibidang produksi dan 
berjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen 
tertentu di dalam masyarakat dalam suasana lingkungan informal. 
4. Fungsi ruang milik jalan adalah ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat 
jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Ruang milik jalan 
merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan 
tinggi tertentu. Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, 
pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas pada masa akan datang serta 
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D. Kerangka Penelitian 



















Gambar 4. Kerangka Penelitian 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Wilayah 
1. Tinjauan Umum Kota Makassar 
Kota Makassar terletak di ujung selatan Pulai Sulawesi dengan 
cakupan wilayah merupakan wilayah pesisir dan bahkan mempunyai 5 pulau 
dimana terdapat di kelurahan yang berada di pulau. Luas wilayah kota 
Makassar tercatat 175,77 km2 yang meliputi 15 kecamatan. Selain itu, Kota 
Makassar juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian yang bervariasi 
antara 1-25 meter di atas permukaan laut. 
a. Letak Geografis dan Administrasi 
Sebagai ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar 
terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi dengan cakupan wilayah pesisir 
dan bahkan mempunyai 5 dengan dua kelurahan yang berada di pulau 
tersebut. Letak astronomisnya antara 119o24’17’28’’ Bujur Timur dan 
5o8’6’19’’ Lintang Selatan. Posisi Kota Makassar berbatasan dengan dua 
kabupaten dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut : 
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan 
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
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Luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km2 yang terdiri dari 
15 kecamatan dan terbagi dalam 153 kelurahan, 996 RW dan 4.964 RT 
dengan Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan yang memiliki 
luas wilayah terluas sebesar 48,22 km2 dengan persentase 27,43 persen 
dari seluruh luas Kota Makassar sedangkan kecamatan terkecil terdapat 
di Kecamatan Mariso dengan luas wilayah sebesar  1,82 km2 atau 1,04 
persen dari luas wilayah Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya mengenai 
luas wilayah, jumlah kelurahan, RW dan RT di Kota Makassar menurut 
Kecamatan dapat diketahui melalui tabel berikut : 
Tabel 8. Luas Wilayah dan Pembagian Kelurahan, RW, dan RT 




% Kelurahan RW RT 
1 Mariso 1.82 1.04 9 47 213 
2 Mamajang 2.25 1.28 13 56 280 
3 Tamalate 20.21 11.50 11 113 565 
4 Rappocini 9.23 5.25 11 107 573 




2.63 1.50 10 37 139 
7 Wajo 1.99 1.13 8 45 169 
8 Bontoala 2.1 1.19 12 56 240 




1.54 0.88 3 15 57 
11 Tallo 5.83 3.32 15 77 465 





% Kelurahan RW RT 
12 Panakkukang 17.05 9.70 11 90 475 
13 Manggala 24.14 13.73 8 70 388 
14 Biringkanaya 48.22 27.43 11 111 544 
15 Tamalanrea 31.84 18.11 8 68 344 
Kota Makassar 175.77 
100.0
0 
153 996 4,964 
Sumber : BPS Kota Makassar dalam Angka Tahun 2017 
 
b. Penggunaan Lahan di Kota Makassar 
Jenis penggunaan lahan yang terdapat di Kota Makassar terdapat 
28 jenis, adapun jenis penggunaan lahan dengan luas terbesar yakni 
permukiman dengan luas 8003.79 Ha. Sedangkan jenis penggunaan lahan 
terkecil yaitu lahan kosong dengan luas 0.27 Ha. untuk lebih jelasnya 
dapat diketahui melalui tabel berikut : 
Tabel 9. Jenis Penggunaan Lahan di Kota Makassar Tahun 2018 
No Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) 
1 Benteng 8.99 
2 Dermaga 6.18 
3 Genangan 75.85 
4 Industri 667.02 
5 Kawasan Olah Raga 33.27 
6 Kawasan Pelabuhan 63.95 
7 Kebun 913.64 
8 Kolam 2.07 
9 Komersial 49.21 
10 Ladang 15.33 
11 Lahan Kosong 0.27 
12 Lapangan 80.44 
13 Makam 66.7 
14 Mangrove 357.39 
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No Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) 
15 Militer 74.43 
16 Olah Raga 5.39 
17 Pekuburan 0.56 
18 Pelbuhan 13.45 
19 Pemerintahan 22.97 
20 Pendidikan 247.37 
21 Permukiman 8,003.79 
22 Rawa 143.77 
23 Sawah 2.659,36 
24 Semak 102,69 
25 Sirkuit 4,03 
26 Taman 4,03 
27 Tambak 2,401.70 
28 Tanah Kosong 1,553.15 
Total 17,577 
Sumber : Hasil Olah data Arcgis, 2018 
 
c. Aspek Demografi di Kota Makassar 
Adanya ketidakseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan 
perempuan (rasio jenis kelamin) dapat mengakibatkan rendahnya fertilitas 
dan rendahnya angka pertumbuhan penduduk. Kota Makassar memiliki 
jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan 
dengan laki-laki selama 5 tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya mengenai 
perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Makassar 
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1 Mariso 31,374 31,250 62,624 
2 Mamajang 30,995 31,857 62,852 
3 Tamalate 109,393 107,306 216,699 
4 Rappocini 85,382 87,126 172,508 
5 Makassar 45,385 45,839 91,224 
6 Ujung Pandang 14,079 14,766 28,845 
7 Wajo 19,537 18,801 38,338 
8 Bontoala 33,303 33,503 66,806 
9 Ujung Tanah 21,333 20,788 42,121 
10 Kep. Sangkarrang 7,424 7,526 14,950 
11 Tallo 88,377 85,671 174,048 
12 Panakkukang 86,687 85,645 172,332 
13 Manggala 81,710 80,637 162,347 
14 Biringkanaya 119,457 118,189 237,646 
15 Tamalanrea 63,369 61,605 124,974 
Kota Makassar 837,805 830,509 1,668,314 
2016 834,556 823,947 1,658,503 
2015 830,437 822,949 1,653,386 
2014 832,290 820,015 1,652,305 
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, 2018 
 
2. Tinjauan Umum Kabupaten Gowa 
Kabupaten Gowa memiliki 2 (dua) dimensi wilayah, yakni wilayah 
dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa 
sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26%. Dari total luas 
Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, 
yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan 
Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar 
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yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah 
Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km. 
a. Letak Geografis dan Administrasi 
Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan 
dan 167 desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 kilometer persegi 
atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi 
Selatan. Kabupaten Gowa berada pada 119.3773º Bujur Barat dan 
120.0317º Bujur Timur, 5.0829342862º Lintang Utara dan 5.577305437º 
Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut: 
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten 
Maros; 
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten 
Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng; 
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan 
Kabupaten Jeneponto; dan 
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Luas wilayah Kabupaten Gowa tercatat 1883,33 km2 yang terdiri 
dari 18 kecamatan dengan Kecamatan Tombolo Pao merupakan 
kecamatan yang memiliki luas wilayah terluas sebesar 251,82 km2 
dengan persentase 13,37 persen dari seluruh luas Kabupaten Gowa 
sedangkan kecamatan terkecil terdapat di Kecamatan Bajeng Barat 
dengan luas wilayah sebesar  19,04 km2 atau 1,01 persen dari luas wilayah 
Kabupaten Gowa. Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah 
Kabupaten Gowa menurut Kecamatan dapat diketahui melalui tabel 
berikut : 
Tabel 11. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa, 2018 
No Kecamatan Luas (Km2) Persentase 
1 Bontonompo 30,39 1,61 
2 Bontonompo Sel 29,24 1,55 
3 Bajeng 60,09 3,19 
4 Bajeng Barat 19,04 1,01 
5 Pallangga 48,24 2,56 
6 Barombong 20,67 1,10 
7 Sombaopu 28,09 1,49 
8 Bontomarannu 52,63 2,80 
9 Pattallassang 84,96 4,51 
10 Parangloe 221,26 11,75 
11 Manuju 91,90 4,88 
12 Tinggimoncong 142,87 7,59 
13 Tombolo Pao 251,82 13,37 
14 Parigi 132,76 7,05 
15 Bungaya 175,53 9,32 
16 Bontolempangan 142,46 7,56 
17 Tompobulu 132,54 7,04 
18 Biringbulu 218,84 11,62 
Kabupaten Gowa 1.883,33 100,00 
Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, 2018 
 
 
  80 
 
b. Penggunaan Lahan di Kabupaten Gowa 
Jenis penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Gowa 
terdapat 10 jenis, adapun jenis penggunaan lahan dengan luas terbesar 
yakni Lahan bukan pertanian (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai,dll) 
dengan luas 47,037 Ha dengan persentase 24,98 %. Sedangkan jenis 
penggunaan lahan terkecil yaitu Sementara tidak diusahakan (lahan 
kosong) dengan luas 3,278 Ha dengan persentase 1,74 %. untuk lebih 
jelasnya dapat diketahui melalui tabel berikut : 
Tabel 12. Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Gowa Tahun 2018 
No Penggunahan Lahan Luas (ha) Persentase 
1 Lahan Sawah 34,219 18,17 
2 Tegal/kebun 31,627 16,79 
3 Ladang/huma 12,356 6,56 
4 Perkebunan 8,298 4,41 







7 Hutan Negara 14,641 7,77 




9 Lainnya (Tambak, kolam, 
empang, dll) 
12,696 6,74 




Jumlah 188,333 100 
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c. Aspek Demografi di Kabupaten Gowa 
Dilihat dari persebaran penduduk di Kabupaten Gowa, Kecamatan 
Bontomarannu merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk  tertinggi, 
yaitu sebesar 7.874 jiwa dengan jumlah laki-laki sebesar 4.001 jiwa dan 
jumlah perempuan sebesar 3.873 jiwa  dan Kecamatan Tompobulu adalah 
kecamatan dengan jumlah penduduk terendah terendah, yaitu hanya 
sebesar 225 jiwa dengan jumlah laki-laki sebesar 101 jiwa dan jumlah 
perempuan sebesar 124 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat di ketahui leh tabel 
berikut: 
Tabel 13. Jumlah Penduduk di Kabupaten Gowa  
No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1 Bontonompo 732 695 1.427 
2 Bontonompo Sel 1.347 1.198 2.545 
3 Bajeng 328 309 637 
4 Bajeng Barat 174 165 339 
5 Pallangga 182 180 362 
6 Barombong 649 565 1.214 
7 Sombaopu 3.186 3.448 6.634 
8 Bontomarannu 4.001 3.873 7.874 
9 Pattallassang 284 242 526 
10 Parangloe 192 198 390 
11 Manuju 380 330 710 
12 Tinggimoncong 608 555 1.163 
13 Tombolo Pao 426 350 776 
14 Parigi 175 140 315 
15 Bungaya 224 211 435 
16 Bontolempangan 636 669 1.335 
17 Tompobulu 101 124 225 
18 Biringbulu 435 362 797 
Kabupaten Gowa 14.060 13.614 27.674 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa 
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B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Letak Wilayah Penelitian 
Wilayah penelitian terdapat di Kota Makassar dan Kebupaten Gowa di 
sepanjang jalan hertasning sampai jalan tun abdul razak.  Dengan lokasi 
penelitian terbagi dengan 2 Segmen yaitu : 
a. Segmen 1 di Kota Makassar berada di Kecamatan Rappocini 
b. Segmen 2 di Kabupaten Gowa berada di Kecamatan Sombaopu 
Wilayah penelitian di Segmen 1 merupakan jalan letjen  hertasning 
hingga berbatasan kota Makassar dengan Gowa sedangkan Segmen 2 
merupakan jalan tun abdul razak hingga bundaran samata kecamatan 











SEGMEN 1 SEGMEN 2 
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2. Karakteristik dan Fungsi Jaringan Jalan 
Jalan pada lokasi penelitian ini berdasarkan balai jalan merupakan 
empat lajur dan dua arah yang termasuk ke dalam jalan provinsi. Di sebut jalan 
provinsi karena merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer 
yang menghubungkan ibu kota provinsi yaitu kota Makassar dengan ibu kota 
kabupaten yaitu kota sungguminasa yang berada pada kecamatan somba opu.  
Jalan penghubung Kota Makassar dan Kabupaten Gowa tersebut merupakan 
kelas jalan III A karena jalan penghubung dan merupakan konstruksi jalan 
berlajur dua dengan konstruksi aspal yang dapat dilalui kendaraan bermotor 
termasuk muatan sumbu terberat yang di izinkan sebesar 8 ton. . Untuk 
geometri jalan dan tipikal jalan, menurut hasil survey lapangan, maka 
diperoleh data kondisi geometrik di ruas jalan Hertasning Kota Makassar 
sampai jalan Tun Abdul Razak sebagaimana disajikan pada gamabar berikut: 
 
Gambar 9. Kondisi Geometrik Ruas jalan 
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a = Jalur lalu lintas (2x 350 cm) d = Ambang pengaman (250 cm) 
b = Bahu jalan (200 cm)  x = Badan jalan (900 cm) 
c = Saluran tepi (100 cm) 
Gambar 10. Tipikal Ruang Jalan 
3. Tinjauan RTRW  
Berdasarkan rencana tata ruang wilayah jalan ini di tinjau dari RTRW 
kota Makassar, RTRW kab. Gowa, dan RTRW mamminasata. Adapun 
kawasan strategis kota menurut RTRW sebagai berikut: 
a. RTRW Kota Makassar 
Jalan hertasning berada di kota makassar kecamatan rappocini. 
Berdasarkan RTRW  Kota Makassar nomor 4  tentang rencana tata ruang 
wilayah kota Makassar tahun 2015-2034 bahwa Fungsi jaringan Jalan 
Hertasning yaitu jalan kolektor primer dengan panjang jalan 5,2 km . 
Adapun kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan ekonomi di 
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kawasan ini merupakan pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan 
rehabilitasi fasilitas sarana dan prasarana kawasan strategis bisnis kota.  
b. RTRW Kabupaten Gowa 
Jalan Tun Abdul Razak memberikan akses utama terhadap 
perkembangan Kota Makassar menuju berbagai tempat salah satunya UIN 
Alauddin Makassar dan perumahan bergengsi (kelas atas) Citraland 
Makassar. Jl. Tun Abdul Razak yang terletak di Kecamatan Somba Opu, 
Kabupaten Gowa merupakan jalan di kawasan perbatasan di sebelah utara 
Kecamatan Somba Opu, yang merupakan jalan penghubung antara Kab. 
Gowa – Kota Makassar dengan panjang jalan ini yaitu 4,9 km. berdasarkan 
RTRW Kabupaten Gowa sepanjang koridor jalan tun abdul razak di 
kecamatan somba opu termasuk kawasan peruntukan permukiman 
perkotaan.  
c. RTRW Mamminasata 
Jalan hertasning ini merupakan salah satu rencana pembangunan 
jalan akses COI ( Center Pont Of Indonesia) ke kabupaten gowa. Adapun 
jalur angkutan umum massal busway mamminasata melintas jalan ini pada 
koridor VI. Bersdasarkan UPT mamminasata kawasan ini merupakan zona 
karakteristik yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan tinggi dan 
kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi. Oleh karena itu kawasan 
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kota makassar sebagian wilayahnya termasuk kecamatan rappocini di 
tetapkan dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu perdagangan. 
Untuk kawasan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dalam RTRW 
mamminasata sebagian besar wilayahnya merupakan zona permukiman 
dan pertanian. 
Berdasarkan ketiga tinjuaan RTRW di atas dapat dilihat  bahwa 
kurang sepadannya antara RTRW Makassar dan RTRW Gowa dengan 
RTRW Mamminasata . RTRW kota Makassar menuliskan bahwa kawasan 
strategis wilayahnya merupakan kawasan strategis bisnis kota, untuk 
RTRW Kabupaten Gowa menuliskan kawasan peruntukannnya sebagai 
permukiman perkotaan, dan berdasarkan RTRW Mamminasata 
menuliskan bahwa sebagian wilayah termasuk kecamatan Rappocini yang 
berada di Kota Makassar di tetapkan sebagai kawasan perdagangan dan 
untuk kecamtana Somba Opu yang berada di Kabupaen Gowa merupakan 
permukiman dan pertanian.  
4. Pedagang Informal 
Pedagang informal yang berada dari jalan hertasning sampai jalan tun 
abdul razak menempati badan milik ruas jalan. Aktivitas pedagang ini tidak 
selamanya menetap (musiman). Apabila aktivitas pedagang ini berlangsung 
maka mengganggu dan dapat mengurangi kapasitas.  Adapaun jenis pedagang 
yang menjual di koridaor jalan tersebut bermacam-macam mulai dari 
  88 
 
 
pedagang jasa, makanan, dan keperluan masyarakat yang melewati jalan 
tersebut yang memicu untung singga membeli dan menimbulkan hambatan 
jalan lebih besar. Berikut adalah gambar pedagang informal yang berjualan di 
koridor jalan hertasning sampai jalan tun abdul razak: 
 
Gambar 11. Pedagang Informal 
Tabel 14. Jumlah Pedagang Informal 





Segmen I 8 42 50 
Segmen II 11 29 40 
Sumber: Survey Lapangan Tahun 2018 
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C. Analisis Kinerja Jalan 
1.  Kapasitas Ruas Jalan 
Berdasarkan MKJI 1997, nilai kapasitas jalan dapat diperoleh apabila 
nilai-nilai kapasitas dasar (Co) dan nilai dari faktor penyesuaiannya telah 
diperoleh dan disubtitusikan ke dalam rumus kapasitas yang ada di MKJI 
1997. Kapasitas suatu ruas jalan sangat ditentukan oleh lebar jalan dan 
intensitas hambatan samping jalan. Nilai kapasitas ruas jalan Hertasning 
sampai tun abdul razak dihitung berdasarkan hasil perolehan kapasitas dasar 
dan penyesuaiannya yang yang telah di dapatkan. Untuk lebih jelasnya di lihat 
pada tabel berikut: 

































(1) x (2) x 
(3) x (4) (5) 





1650 3,25 1,00 0,92 1,00 4933,5 
Sumber: Analisis Tahun 2018 
 Berdasarkan kondisi eksisting di ruas jalan hertasning sampai jalan 
tun abdul razak merupakan tipe jalan 4 lajur dua arah (4/2). Terlihat bahwa 
kapasitas dasar (Co) untuk ruas kedua arah masing-masing sebesar 1650 
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smp/jam dengan lebar lajur jalan 3,25. Faktor penyesuaian kapasitas untuk 
pemisah arah ruas jalan dengan penyesuaian arah 50%-50% sehingga faktror 
distribusi arahnya sebesar 1,00. Kelas hambatan samping termasuk ke dalam 
hambatan samping kelas tinggi diakibatkan karena merupakan daerah 
komersil dan aktivitas sisi jalan tinggi dengan lebar bahu jalan efektif rata-rata 
0,92. Untuk faktor penyesuaian ukuran kota dengan jumlah penduduk 1,0-3,0 
juta sehingga masuk kedalam ukuran kota (FCCS) yaitu 1,00. Dengan melihat  
nilai-nilai kapasitas dasar (Co) dan nilai dari faktor penyesuaiannya telah 
diperoleh kapasitas ruas jalan sebesar 4933,5 smp/jam. 
 
2. Komposisi Volume Kendaraan 
Volume lalu lintas adalah banyaknya kendaraan yang melewati suatu 
titik atau garis tertentu pada suatu penampang melintang jalan. Volume 
lalulintas terbagi menjadi dua segmen yaitu segmen I di jalan hertasning di Kota 
Makassar berada di Kecamatan Rappocini dan segmen II di jalan Tun Abdul 
Razak Kabupaten Gowa berada di Kecamatan Sombaopu. 
Volume lalu lintas Untuk jalan hertasning terbagi menjadi dua arah yaitu 
arah dari Hertasning ke jalan Pettarani dan arah dari Hertasning ke jalan Tun 
Abdul Razak. Untuk volume lalu lintas di jalan Tun Abdul Razak terbagi 
menjadi dua arah yaitu arah dari Tun Abdul Razak ke Hertasning dan arah dari 
Tun Abdul Razak ke bundaran samata. Brikut Adalah hasil rakapitulasi volume 
lalu lintas yang ada di jalan Hertasing dan di jalan Tun Abdul Razak. 
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Tabel  16. Volume Lalu Lintas Jalan Hertasning 




Arah ke Tun 
Abdul Razak 
Senin 07.00 – 08.00 511,95 777,1 
08.00-09.00 485,75 724,6 
11.00-12.00 525,65 502,85 
12.00-13.00 431,85 454,1 
16.00-17.00 662,8 619,85 
17.00-18.00 612,7 713,25 
Jumlah 3230,7 3791,75 
Rata-Rata 538,45 631,95 
Selasa 07.00 – 08.00 446,15 719,95 
08.00-09.00 462,2 662,75 
11.00-12.00 468,35 405,15 
12.00-13.00 537,65 506,2 
16.00-17.00 633,35 668,2 
17.00-18.00 587,45 503,85 
Jumlah 3135,15 3466,1 
Rata-Rata 522,52 577,68 
Rabu 07.00 – 08.00 437,65 819,45 
08.00-09.00 503,25 718,25 
11.00-12.00 466,2 512,3 
12.00-13.00 500,85 534,15 
16.00-17.00 548,4 683,75 
17.00-18.00 562,2 642,85 
Jumlah 3018,55 3910,75 
Rata-Rata 503,09 651,79 
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel 
Tabel  17. Volume Lalu Lintas Jalan Tun Abdul Razak 







Senin 07.00 – 08.00 516,7 440,4 
08.00-09.00 479,95 583,5 
11.00-12.00 1634 486,7 
12.00-13.00 50,05 507,7 
16.00-17.00 461,65 488,35 
17.00-18.00 461,95 486,25 
Jumlah 3604,3 2992,9 
Rata-Rata 600,71 498,81 
Selasa 07.00 – 08.00 477,6 482,15 
08.00-09.00 574,05 524,3 
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11.00-12.00 425,15 434,2 
12.00-13.00 451,05 486,1 
16.00-17.00 488,6 483,95 
17.00-18.00 423,6 500 
Jumlah 2840,05 2910,7 
Rata-Rata 473,41 485,11 
Rabu 07.00 – 08.00 473,47 653,52 
08.00-09.00 486,25 660,25 
11.00-12.00 489,85 427,15 
12.00-13.00 479,05 494,35 
16.00-17.00 474,45 508,85 
17.00-18.00 456,2 471,9 
Jumlah 2859,27 3216,02 
Rata-Rata 476,54 536,00 
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel 
Tabel 18. Volume Lalu Lintas Harian Di Jalan Hertasning- Jalan Tun 
Abdul Razak 
Hari 
Segmen I JL. Hertasning Segmen II JL. Tun Abdul razak 
Arah ke 
Pettarani 






Senin 3230,7 3791,75 3604,3 2992,9 
Selasa 3135,15 3466,1 2840,05 2910,7 
Rabu 3018,55 3910,75 2859,27 3216,02 
Rata-Rata 3128,25 3722,86 3101,20 3039,87 
Sumber: Hasil Rekapitulasi Volume Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dengan melihat 
informasi hasil analisis volume lalu lintas harian di ruas Jl. Hertasning sampai 
Jl. Tun Abdul Razak dapat diketahui bahwa berdasarkan segmen, volume 
tertinggi berada pada segmen I Jl. Hertasning arah ke Jl. Tun Abdul Razak 
dengan rata-rata volume lalu lintas harian yakni 3722,86 smp/jam dan untuk 
arah Jl. Hertasning ke Pettarani volume lalulintas harian yakni 3128,25 smp/jam 
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sedangkan pada segmen II dengan rata-rata volume lalu lintas harian untuk Jl. 
Tun Abdul Razak ke arah Jl. Hertasning yakni 3101,20 smp/jam dan untuk arah 
Jl. Tun Abdul Razak ke arah bundaran samata yakni 3039,87 smp/jam .  
3. Drajat Kejenuhan 
Derajat kejenuhan didefinisikan sebagai volume lalu lintas V (smp/jam) 
terhadap kapasitas C (smp/jam) digunakan sebagai faktor utama dalam 
penentuan tingkat kinerja segmen jalan. Nilai DS menunjukan apakah segmen 
jalan tersebut mempunyai masalah kapasitas atau tidak. Dengan menggunakan 
nilai kapasitas (C) dari data sebelumnya, maka nilai derajat kejenuhan (DS) 
ditentukan dengan menghitung rasio antara volume arus lalu lintas (Q) dengan 
nilai kapasitas (C). Adapun nilai derajat kejenuhan untuk masing-masing ruas 
Jalan Hertasning sampai Tun Abdul Razak disajikan sebagai berikut : 








Arah ke Pettarani C 0,63 




JL. Tun Abdul 
razak 
Arah ke Hertasning C 0,62 
Arah ke Bundaran 
Samata 
C 0,61 
Rata-Rata C 0,65 
Sumber: Hasil analisis tahun 2018 
        
Berdasarkan tabel di atas, drajat kejenuhan berdasarkan hasil 
perhitungan dengan menggunakan rumus MKJI 1997, maka dapat di uraikan 
hasil drajat kejenuhan yang di peroleh sebagai berikut: 




1.  Drajat kejenuhan pada segmen I untuk ruas jalan hertasning arah ke 
pettarani yakni 0,63. Sedangan untuk jalan hertaning ke arah jl tun abdul 
razak yakni 0,75. 
2. Drajat kejenuhan untuk segmen II untuk ruas jalan tun abdul razak arah ke 
hertasning yakni 0,62. Sedangakan untuk jalan tun abdul razak ke arah 
bundaran samata yakni 0,61. 
3. Dari hasil drajat kejenuhan dari masing-masing ruas jalan yang telah di 
dapatkan, maka di peroleh rata-rata drajat kejenuhan dari keseluruhan yakni 
0,65.  
Berdasarkan rata-rata dari hasil drajat kejenuhan yang di dapatkan yakni 
berada pada kisaran 0,45-0,75 maka dapat ditentukan tingkat pelayanannya. 
Adapun tingkat pelayanannya sebagai berikut : 
Tabel 20. Tingkat Pelayanan 
Tingkat Pelayanan Factor Ukuran Kota 
(Fcs) 
Batas Lingkup V/C 
A 
Kondisi arus lalu lintas 
bebas dengan kecepatan 
tinggi dan volume lalu 
lintas rendah 
0,00 – 0,20 
B 
Arus stabil, tetapi 
kecepatan operasi mulai 
dibatasi oleh kondisi lalu 
lintas 
0,20 – 0,44 
C 
Arus stabil, tetapi 
kecepatan dan gerak 
kendaraan dikendalikan 
0,45 – 0,74 
D 
Arus mendekati stabil, 
kecepatan masih dapat 
 
0,75 – 0,84 
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Tingkat Pelayanan Factor Ukuran Kota 
(Fcs) 
Batas Lingkup V/C 
dikendalikan. V/C masih 
dapat ditolerir 
E 





0,85 – 1,00 
F 
Arus dipaksakan, 
kecepatan rendah, volume 
diatas kapasitas, antrian 
panjang (macet) 
≥ 1,00 
Sumber : Traffic Planning and Engineering, snd Edition Pergamon Press Oxword, 1979 
Berdasarkan hasil rata-rata drajat kejenuhan yang telah diperoleh yakni 
berada pada kisaran 0,45-0,74. Dimana tingkat pelayanannya termasuk dalam 
kategori C dan untuk Jl. Hertasning arah ke Jl. Tun Abdul Razak berada pada 
tingkat pelatanan D yang merupakan arus stabil tetapi kecepatan dan 
pergerakan kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas yang lebih tinggi; 
kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat; 
pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, pindah lajur atau 
mendahului. 
 
D. Pengaruh Pedagang Informal Terhadap Kinerja Jalan 
 
Salah satu aktivitas kota yang mempengaruhi adalah transportasi. Kebutuhan 
manusia yang sangat relevan dengan aspek materil yaitu perdagangan yang 
menjadikan pergerakan ekonomi menciptakan konflik dalam sistem transportasi 
seperti meningkatnya volume lalu lintas yang tidak di imbangi dengan kapasitas 
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jalan sehingga mengakibatkan hambatan perjalanan. Pertumbuhan ekonomi 
memiliki keterkaitan dengan transportasi, karena akibat pertumbuhan ekonomi 
maka mobilitas seseorang meningkat dan kebutuhan pergerakannya pun menjadi 
meningkat melebihi kapasitas prasarana transportasi yang tersedia.  
Seperti halnya dari hasil analisis yang telah di dapatkan bahwa  jumlah 
kapasitas ruas jalan hertasning sampai jalan tun abdul razak yaitu 4933,5 smp/jam 
dengan volume kapasitas kendaraan melebihi rata-rata. Dengan adanya  aktivitas 
pedagang informal yang menempati badan jalan, maka akan tambah mengurangi 
kapasitas jalan yang semestinya 4933,5 smp/jam. Ketika ada pedagang berjualan, 
maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalan tersebut karena 
akan mengundang secara tidak langsung pembeli untuk singga di badan milik jalan 
yang seharusnya di tempati oleh pengguna kendaraan yang melewati jalan tersebut, 
akibatnya mobilitas seseorang meningkat dan kebutuhan pergerakannya pun 
menjadi meningkat. Dengan adanya pembeli yang singga di badan milik jalan, 
kapasitas jalan akan semakin berkurang sehingga mengakibatkan kelebihan 
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Berikut adalah jenis-jenis pedagang yang berjualan di sepanjang jalan 
hertasning- jalan tun abdul razak:  




Lebar (m) Lebar lajur Persentase (%) 
1 Gerobak 0-1 3,25 30 
2 Mobil 0-1,5 3,25 46 
3 Motor 0-0,5 3,25 15 
4 Sepeda 0-0,45 3,25 13 
Sumber: Survey lapangan tahun 2018 
1. Jenis Pedagang Sarana Gerobak 
Pedagang yang yang berjualan dengan sarana gerobak, bentuk sarana 
berdagang ini ada 2 jenis, yaitu gerobak atau kereta dorong yang beratap 
sebagai perlindungan untuk barang dagangan dari pengaruh panas, debu,hujan 
dan sebagainya serta gerobak atau kereta dorong yang tidak beratap. Sarana ini 
dikategorikan jenis pedagang yang menetap dan tidak menetap. Biasanya untuk 
menjajakan makanan dan minuman. 
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Gambar 12. Pedagang Gerobak 
Diketahui lebar grobak 0-1 m dengan persentase 30% dari lebar lajur. 
Sedangkan kapasitas ruas jalan 4933,5 smp/jam. jika ada jenis pedagang yang 
menggunakan gerobak yang berjualan di bahu jalan, maka kapasitas ruas jalan 
akan berkurang. Apabila kapasitas ruas jalan berkurang maka drajat kejenuhan 
ruas jalan tersebut semakin meninggat. Berikut adalah perubahan kinerja jalan 
yang terjadi di jalan hertasning sampai jalan tun abdul razak akibat adanya 
pedagang jenis sarana gerobak. 































3722,86 3453,45 1,07 F D 
Segemen II Arah ke 
Hertasning 
3101,20 3453,45 0,89 E C 




























3039,87 3453,45 0,88 E C 
Rata-Rata 0,93 E C 
Sumber: Hasil analisis tahun 2018 
 
 
Grafik 1. Perubahan Kinerja Jalan Apabila Adanya Pedagang Jenis Sarana Gerobak 
 
 
Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya 
pedagang jenis sarana gerobak dapat mengurangi kapasitas dan drajat 
kejenuhan yang awalnya kapasitas jalan 4933,5 smp/jam berkurang menjadi 
3453,45 smp/jam. Sehingga rata-rata drajat kejenuhannya berubah menjadi 
0,93. Apabila suatu ruas jalan dengan tingkat drajat kejenuhan mencapai 0,93 
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E . Dimana tingkat pelayan E arus tidak stabil kecepatan terkadang terhenti, 
permintaan sudah mendekati kapasitas 
2. Jenis Pedagang Sarana Mobil 
Fungsi mobil yang semula hanya sebagai alat transportasi masyarakat, 
kini bergeser menjadi salah satu alat yang menunjang untuk kehidupan ekonomi 
para pemiliknya. Keberadaan pedagang yang beroperasi menggunakan mobil 
tampak terlihat di sepanjang jl hertasning sampai jl tun abdul razak. Beberapa 
mobil beserta barang dagangannya tampak menunggu pembeli yang melintas 
di jalan tersebut. Sebagian besar pedagang bermobil ini menjual makanan baik 
makanan yang mentah maupun makanan yang siapa untuk di makan. Selain itu 
ada juga yang berjualan farfum, aksesoris, dan fashion laiinya. Jenis kendaraan 
mobil yang di gunakan pun bervariasi mulai dari mobil bak terbuka hingga 
mobil biasa. Sebenarnya tidak ada salah dengan cara berjualan para pedagang 
tersebut dengan menggunakan mobil. Namun, keberadaan aktivitas pedagang 
mobil tersebut mengambil cukup luas ruas jalan. Pembeli yang melintas, tidak 
jarang berhenti di bahu jalan sehingga mempersempit ruas jalan bagi 
pengendara lain sehingga menimbulkan keluhan masyarakat apabila terjadi 
hambatan lalu lintas. 









Gambar 13. Pedagang Mobil 
Diketahui lebar mobil 0-1,5 m dengan persentase 46% dari lebar lajur. 
Sedangkan kapasitas ruas jalan 4933,5 smp/jam. jika ada jenis pedagang yang 
menggunakan mobil yang berjualan di bahu jalan, maka kapasitas ruas jalan 
akan berkurang. Apabila kapasitas ruas jalan berkurang maka drajat kejenuhan 
ruas jalan tersebut semakin meninggat. Berikut adalah perubahan  kinerja jalan 
yang terjadi di jalan hertasning sampai jalan tun abdul razak akibat adanya 
pedagang jenis sarana mobil. 





























3722,86 2664,09 1,39 F D 
Segemen II Arah ke 
Hertasning 
3101,20 2664,09 1,16 F C 



























3039,87 2664,09 1,14 F C 
Rata-Rata 1,21 F C 
Sumber: Hasil analisis tahun 2018 
 
Grafik 2. Perubahan Kinerja Jalan Apabila Adanya Pedagang Jenis Sarana Mobil 
 
Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya 
pedagang jenis sarana mobil yang menempati 46% dari lebar jalan sehingga 
menimbulkan berkurangnya kapasitas dan drajat kejenuhan yang awalnya 
kapasitas jalan 4933,5 smp/jam berkurang menjadi 2664,09 smp/jam. Sehingga 
drajat kejenuhannya berubah menjadi 1,21. Apabila suatu ruas jalan dengan 
tingkat drajat kejenuhan mencapai 1,21 maka tingkat pelayanan ruas jalan 
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menyatakan bahwa kepadatan lalu lintas tinggi karena hambatan internal lalu 
lintas tinggi dan pengemudi mulai merasakan kemacetan-kemacetan durasi 
pendek. 
3. Jenis Pedagang Sarana Motor 
Motor adalah salah satu moda transportasi yang paling banyak 
digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Belum bagusnya transportasi publik 
dan tingginya mobilitas, membuat masyarakat Indonesia banyak menggunakan 
motor untuk melakukan mobilisasi, salah satunya adalah untuk bekerja. Bentuk 
motor yang kecil lebih efektif digunakan untuk bepergian. Jalanan yang macet 
dan tuntutan untuk segera sampai tujuan membuat orang banyak menggunakan 
sepeda motor. Dalam hal berjualan, sepeda motor lebih efektif digunakan dari 
pada sepeda, gerobak atau kios. Sepeda motor memungkinkan pedagang untuk 
berpindah dengan cepat dari satu tempat ke tempat lainnya dari pada sepeda dan 
gerobak.  Pedagang dengan menggunakan motor tidak berat membawa, 
mendorong atau menggendong barang dagangannya.  Berbeda dengan 
berjualan dengan menggunakan gerobak yang mengharuskan pedagang untuk 
mengeluarkan tenaga lebih untuk mendorong gerobak. Begitupula dengan 
berjualan menggunakan sepeda, pedagang harus mengeluarkan tenaga lebih 
untuk mengayuh sepeda. Dengan berdagang dengan motor dapat membantu 
menghemat tenaga sehingga dapat berpindah dengan lebih cepat.   Di sepanjang 
jalan hertasning sampai jalan tun abdul razak jenis pedagang yang 
menggunakan sarana motor banyak di dominasi oleh penjual makanan. Seperti 
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halnya penjual poteng dan manisan. Pedagang ini menaruh segala kebutuhan 
jualannya di atas motor dengan settingan sedemikian rupa, sehingga pedagang 
tidak harus menentang barang apapun, karena barang sudah diangkut dengan 
menggunakan motor 
 
Gambar 14. Pedagang Motor 
Diketahui lebar motor 0-0,5 m dengan persentase 15% dari lebar lajur. 
Sedangkan kapasitas ruas jalan 4933,5 smp/jam. jika ada jenis pedagang yang 
menggunakan motor yang berjualan di bahu jalan, maka kapasitas ruas jalan 
akan berkurang. Apabila kapasitas ruas jalan berkurang maka drajat kejenuhan 
ruas jalan tersebut semakin meninggat. Berikut adalah perubahan  kinerja jalan 
yang terjadi di jalan hertasning sampai jalan tun abdul razak akibat adanya 
pedagang jenis sarana motor. 
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3039,87 4193,47 0,72 C C 
Rata-Rata 0,76 D C 
Sumber: Hasil analisis tahun 2018 
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya 
pedagang jenis sarana motor berjualan yang menempati 15% dari lebar jalan 
sehingga menimbulkan berkurangnya kapasitas dan drajat kejenuhan yang 
awalnya kapasitas jalan 4933,5 smp/jam berkurang menjadi 4193,47 smp/jam. 
Sehingga drajat kejenuhannya yang awalnya 0,65 berubah menjadi 0,76. 
Apabila suatu ruas jalan dengan tingkat drajat kejenuhan mencapai 0,76 maka 
tingkat pelayanan ruas jalan tersebut termasuk kedalam tingkat pelayanan D . 
Dimana tingkat pelayanan D arus mendekati tidak stabil dan kecepatan masih 
ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus dan kepadatan 
lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan hambatan temporer 
dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang besar. Pengemudi memiliki 
kebebasan yang sangat terbatas dalam menjalankan kendaraan, kenyamanan 
rendah, tetapi kondisi ini masih dapat ditolerir untuk waktu yang singkat 
4. Jenis Pedagang Sarana Sepeda 
Sepeda (atau kereta angin) adalah kendaraan beroda dua atau tiga yang 
mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan 
kaki untuk menjalankannya. Pedagang dengan menggunakan sepeda 
kebanyakan menjual jajanan jalanan, makanan ringan, makanan siap saji. 
Pedagang yang menggunakan sepeda banyak di jumpai di tepi sepanjang jalan 
hertasning yang ramai sambil menunggu kehadiran pembeli. Beberapa 
pedagang ini berbaris di tepi atau tengah jalan dan menawarkan kepada 
pengendara yang melintas di jalan tersebut. 




Gambar 15. Pedagang Sepeda 
Diketahui lebar sepeda  0-0,45 m dengan persentase 13% dari lebar 
lajur. Sedangkan kapasitas ruas jalan 4933,5 smp/jam. jika ada jenis pedagang 
yang menggunakan sepeda yang berjualan di bahu jalan, maka kapasitas ruas 
jalan akan berkurang. Apabila kapasitas ruas jalan berkurang maka drajat 
kejenuhan ruas jalan tersebut semakin meninggat. Berikut adalah perubahan  
kinerja jalan yang terjadi di jalan hertasning sampai jalan tun abdul razak akibat 
adanya pedagang jenis sarana sepeda. 






























3722,86 4292,14 0,86 E D 
































3039,87 4292,14 0,70 C C 
Rata-Rata 0,75 D C 
Sumber: Hasil analisis tahun 2018 
 
Grafik 4. Perubahan Kinerja Jalan Apabila Adanya Pedagang Jenis Sarana Sepeda 
 
Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya 
pedagang jenis sarana sepeda berjualan yang menempati 13% dari lebar jalan 
sehingga menimbulkan berkurangnya kapasitas dan drajat kejenuhan yang 
awalnya kapasitas jalan 4933,5 smp/jam berkurang menjadi 4292,14 smp/jam. 
Sehingga drajat kejenuhannya berubah yang awalnya 0,65 dengan tingkat 
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pelayanan D sama halnya dengan adanya jenis sarana motor yang juga 
merupakan tingkat pelayanan D. Dimana tingkat pelayanan D arus mendekati 
tidak stabil dan kecepatan masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh 
perubahan kondisi arus dan kepadatan lalu lintas sedang. Pengemudi memiliki 
kebebasan yang sangat terbatas dalam menjalankan kendaraan, kenyamanan 
rendah, tetapi kondisi ini masih dapat ditolerir untuk waktu yang singkat. 


























0,93 ( E ) 
Mobil 2664,09 1,21 ( F ) 
Motor 4193,47 0,76 ( D ) 
Sepeda 4292,14 0,75 ( D ) 
Sumber: Hasil Anilis Tahun 2018 
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat di lihat bahwa jenis sarana moda 
mobil yang paling banyak mengurangi kapasitas ruas jalan yang awalnya 4933,5 
smp/jam berkurang menjadi 2664,09  smp/jam dengan tingkat pelayanan yang 
mulanya merupakan tingkat pelayanan C berubah menjadi tingkat pelayanan F. yang 
urutan kedua mengurangi kapasitas jalan yaitu jenis sarana gerobak dengan 
perubahan kapasitas menjadi 3453,45 smp/jam dengan perubahan tingkat pelayanan 
menjadi E. Untuk urutan ketiga yang mengurangi kapasitas jalan yaitu jenis sarana 
motor dengan perubahan kapasitas menjadi 4193,47 smp/jam dengan perubahan 
tingkat pelayanan menjadi D. Dan urutan terakhir yaitu jenis sarana moda pedagang 
sepeda dengan perubahan kapasitas yakni 4292,14 smp/jam dengan perubahan 
tingkat pelayanan menjadi D. 
 
E. Pelayanan Publik Terhadap Adanya Pedagang Informal 
1. Pengaruh Dari Aspek  Sosial 
 Kawasan sepanjang jalan hertasning hingga jalan tun abdul razak 
memiliki bahu jalan dan trotoar dengan fungsi sebagai pelayanan publik yakni 
bahu jalan untuk kendaraan berhenti dan juga terdapat trotoar yang 
diperuntukkan untuk pejalan kaki. Namun berdasarkan kondisi dilapangan 
menunjukkan bahwa bahu jalan dan trotoar tersebut tidak dijalankan sesuai 
dengan fungsinya karena adanya pedagang informal yang menjadikan tempat 
tersebut untuk berjualan. Keadaan ini menunjukkan adanya peralihan fungsi 
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hak dari pelayanan publik menjadi pelayanan individu dan tentunya hal ini 
memberikan dampak terhadap masyarakat.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa 
keberadaan pedagang informal menganggu aktivitas pejalan kaki karena trotoar 
di gunakan pedagang untuk berjualan. Pejalan kaki pun merasa kawasan trotoar 
di ambil alih sehingga pejalan kaki tersebut menggunakan jalan yang mestinya 
di gunakan oleh pengendara yang lewat dan hal ini memberikan bahaya 
terhadap nyawa mereka. Karena memberikan dampak bahaya kepada 
masyarakat dan dapat menimbulkan perselisihan antara pedagang dengan 
masyarakat yang lewat di ruas jalan tersebut. Adapun penilaian responden 
terhadap keberadaan pedagang informal dapat diketahui melalui tabel berikut : 
Tabel 27. Penilaian Responden terhadap Pedagang Informal ditinjau dari 
Aspek Sosial 




1 Mengganggu 37 74 
2 Tidak Mengganggu 13 26 
Jumlah 50 100 
Sumber : Hasil Wawancara, 2018 
Berdasarkan tabel penilaian responden terhadap pedagang informal 
yang ditinjau dari aspek sosial dapat diketahui bahwa jumlah dari jumlah 50 
responden terdapat 37 responden yang merasa terganggu dengan keberadaan 
pedagang informal dan terdapat 13 responden menyatakan tidak terganggu. 
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Keadaan ini menunjukkan bahwa keberadaan pedagang informal memberikan 
dampak negatif jika ditinjau dari aspek sosial.  
2. Pengaruh Dari Aspek Ekonomi 
Pada umumnya barang-barang yang diusahakan pedagang informal 
yang di sepanjang jalan hertasning hingga tun abdul razak memiliki harga yang 
tidak tinggi, tersedia di banyak tempat, serta barang yang beragam, Sehingga 
pedagang informal banyak menjamur di sepanjang jalan, karena memang 
sesungguhnya pembeli utama adalah kalangan menengah kebawah yang 
memiliki daya beli rendah, Dampak positif terlihat pula dari segi ekonomi 
karena keberadaan pedagang informal ini menguntungkan bagi pertumbuhan 
ekonomi karena sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis. 
Hal ini dikarenakan usaha-usaha sektor informal bersifat subsistem dan modal 
yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Modal ini sama sekali 
tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar. Keberadaan pedagang 
informal memberikan beberapa keuntungan seperti masyarakat dapat 
menghemat waktu karena hampir sepanjang jalan tersebut terdapat berbagai 
macam jenis jualan. Pedagang sektor informal, memberikan sumbangan sangat 
besar terhadap penciptaan kesempatan kerja.  
Karakteristik penganggur biasanya akan menurun pada usia 30 tahun 
keatas, pada usia tersebut mereka harus bekerja apa adanya karena harus 
menanggung beban ekonomi keluarga setelah menikah. Sadar akan terbatasnya 
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kesempatan kerja di sektor formal mereka terpaksa masuk pada sektor informal. 
Mengapa mereka memilih berdagang di sepanjang jalan sebagai tempat bekerja, 
karena sifatnya yang sangat luas modal kecil, bediri kapan saja asal ada 
kemauan tanpa ada persyaratan khusus dan selalu mendekatkan diri dengan 
konsumen. Mengingat persyaratan yang mudah tersebut para pedagang adalah 
merupakan alternatif para pencari kerja setelah sektor formal tidak didapatkan 
sebagai tempat bekerja. 
 Adanya pedagang informal yang tidak terkendali mengakibatkan 
kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung 
memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko. Dan  sebagian 
dari barang yang mereka jual tersebut mudah mengalami penurunan mutu yang 
berhubungan dengan kepuasan konsumen, memberikan kerugian kepada 
pemilik toko karena beberapa pedagang berjualan didepan toko sehingga 
pembeli terkadang berubah pikiran untuk singgah berbelanja. Adapun penilaian 
responden terhadap pedagang informal ditinjau dari aspek ekonomi dapat 
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1 Menguntungkan 43 86 
2 Merugikan 7 14 
Jumlah 50 100 
Sumber : Hasil Wawancara, 2018 
Berdasarkan tabel penilaian responden terhadap pedagang informal 
ditinjau dari aspek ekonomi menunjukkan bahwa dari jumlah 50 responden 
terdapat 43 responden yang merasa diuntungkan dengan keberadaan pedagang 
informal dan terdapat 7 responden menyatakan merasa dirugikan. Responden 
yang menjawab menguntungkan adalah mereka yang berada dalam posisi 
sebagai masyarakat umum atau sebagai pembeli sedangkan untuk yang 
menjawab merugikan adalah mereka yang memiliki toko yang berada disekitar 
pedagang informal. Keadaan ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan 
pedagang informal memberikan keuntungan bagi masyarakat umum (pembeli) 
sedangkan merugikan bagi masyarakat yang pemilik toko.  
3. Pelayanan Publik Dari Aspek Estetika 
Dengan adanya pedagang informal maka citra jalan menjadi kurang 
bagus karena tidak adanya penataan. Media dagang yang tidak estetis dan tidak 
tertata dengan baik menimbulkan kesan semrawut dan kumuh, akibatnya 
menurunnya kualitas visual sehingga menggagu pemandangan. Adanya 
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kawasan dengan terlihat kumuh dengan sampah yang berserakan akibat limbah 
dari pedagang maka dapat menimbulkan dampak pada kesehatan.  
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa 
responden memberikan pernyataan bahwa keberadaan pedagang informal 
memberikan pemandangan yang kotor karena banyaknya sampah yang 
berserakan akibat aktivitas yang dilakukannya saat berjualan. Namun terdapat 
pula responden yang menyatakan bahwa keberadaannya tidak mengganggu 
pemandangan karena kebanyakan masyarakat (pembeli) membawa pulang 
barang beliannya. Untuk lebih jelasnya mengenai penilaian responden terhadap 
pedagang informal ditinjau dari aspek estetika dapat diketahui melalui tabel 
berikut : 








1 Kumuh (kotor dan tidak tertata) 27 54 
2 Tidak Kumuh (tidak kotor dan tertata) 23 46 
Jumlah 50 100 
Sumber : Hasil Wawancara, 2018 
Berdasarkan tabel penilaian responden terhadap pedagang informal 
ditinjau dari aspek estetika menunjukkan bahwa dari jumlah 50 responden 
terdapat 27 responden yang menyatakan keberadaan pedagang informal 
memberikan kesan kumuh dan terdapat 23 responden menyatakan tidak 
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memberikan kesan kumuh. Keadaan ini menujukkan bahwa keberadaan 
pedagang informal ditinjau dari aspek estitka tetap memberikan dampak negatif 
terhadap kesan yang diberikan kepada masyarakat.  
 
F. Analisis Kebijakan Ruang 
Kebijakan ruang merupakan suatu aturan yang telah ditetapkan terhadap suatu 
hal seperti halnya aturan yang terkait terhadap kawasan sepanjang jalan hertasning 
hingga jalan tun abdul razak. Berdasarkan dokumen RTRW Kota Makassar dan RTRW 
Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa kebijakan ruang yang terdapat pada kawasan 
jalan tersebut tentunya diperuntukkan untuk masyarakat umum yang dapat dinikmati 
oleh semua orang dalam mendukung aktivitas penggunaan jalan. Akan tetapi 
berdasarkan kondisi dilapangan menunnjukkan terjadinya peralihan fungsi lahan yakni 
penggunaan lahan tersebut digunakan oleh beberapa individu yang memanfaatkan 
kawasan tersebut dengan menjadikannya sebagai tempat berjualan. Keberadaan 
pedagang ini tentu melanggar aturan yang telah dibuat yang dapat ditinjau dari dari dua 
aspek kebijakan yakni : 
1. Peruntukan Kawasan 
Sepanjang jalan hertasning gowa hingga hertasning baru hanya 
diperuntukkan untuk kendaraan dan pejalan kaki untuk melewati trotoar 
sehingga keberadaan pedangan informal ini melanggar aturan yang telah 
dibuat. Selain itu, pengalihan fungsi peruntukan kawasan memberikan lebih 
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banyak dampak negatif dibandingkan dampak postifi karena fungsi awal dari 
kawasan tersebut beralih fungsi.  
2. Pendapatan  
Kawasan jalan hertasning gowa hingga hertasning baru dapat 
dimanfaatkan oleh semua masyarakat untuk kepentingan umum namun 
keberadaan pedagang informal hanya untuk kepentingan pribadi karena hasil 
pendapatan dari pedagang tersebut hanya dirasakan sendiri tanpa adanya 
kontribusi ke pemerintah padahal kawasan yang digunakan adalah milik 
pemerintah yang diperuntukkan ke semua masyarakat. 
 
G. Penanganan Keberadaan Aktivitas Pedagang Informal Terhadap Fungsi Ruang 
Keberadaan pedagang informal tidak dapat dihilangkan begitu saja meski 
memberikan dampak negative karena disisi lain hal ini memberikan peningkatan 
kesejahteraan hidup mereka dan menambah lapangan kerja bagi masyarakat. Hanya 
saja perlu dilakukan penanganan yang berupa arahan agar keberadaannya tidak 
menganggu aktivitas masyarakat lainnya. Beberapa arahan yang dapat dilakukan yakni 
1. Kawasan Pedagang Informal Terpadu 
Para pedagang informal sebaiknya diberikan kawasan khusus untuk mereka 
berjualan dengan menempatkannya pada lokasi yang sesuai dan telah mendapat 
izin dari pemerintah daerah. Kemudian setiap pedagang sebaiknya menaati 
ketentuan-ketentuan seperti melakukan pembayaran retribusi dan menjaga 
kebersihan, keindahan dan keamanan secara teratur.  
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Kawasan pedagang informal terpadu juga sebaiknya dibedakan per blok sesuai 
dengan jenis barang yang dijual sehingga hal ini akan memberikan kemudahan 
para pembeli untuk menghemat waktunya. Selain itu, pedagang informal ada 
yang membutuhkan tempat secara permanen dan non permanen sehingga hal 
ini juga harus dilakukan pertimbangan dalam melakukan pembagian blok. 
Sehingga dengan memperhatikan segala hal tersebut akan memberikan hal yang 
positif baik untuk pedagang maupun kepada masyarakat 
2. Pembinaan terhadap pedagang informal 
Bila dalam arahan pertama tidak dapat dijalankan sepenuhnya dan terdapat 
beberapa pedagang yang tidak mengikuti aturan maka peran pemerintah 
dibutuhkan dalam melakukan pembinaan terhadap mereka seperti keberadaan 
pedagang tersebut harus selalu diawasi, dibina dan diarahkan untuk menjadi 
pendagang informal yang baik tanpa merugikan masyarakat lainnya. 
 
H. Tinjaun Hukum Islam Tentang Perdagangan 
Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa 
atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Diinjau dari 
hukum islam, berdagang merupakan salah satu pekerjaan yang paling utama menurut 
sebagian ulama. Tuasikal (2010) menyebukan dalam hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam. Dari Rafi’ bin Khadij dia berkata, 
 َلَاق َُبيَْطأ ِبْسَكْلا َُّىأ ِ َّالله َلوُسَر َاي َليِق « ٍروُْربَم ٍعَْيب ُّلُكَو ِهَِدِيب ِلُج َّرلا ُلَمَع» 
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“Ada yang bertanya pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Wahai Rasulullah, 
mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang 
laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” (HR. 
Ahmad, Ath Thobroni, dan Al Hakim. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits 
ini shahih) 
Di antara hal yang menunjukkan keutamaan perniagaan adalah penegasan 
langsung dari Allah dalam Al Qur’an mengenai halalnya perniagaan. Allah Ta’ala 
berfirman, 
َاب ِّرلا َم َّرَحَو َعَْيبْلا ُ َّالله َّلََحأَو 
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al 
Baqarah: 275) 
Hal lain yang menunjukkan keutamaan perniagaan adalah do’a Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada setiap penjual dan pembeli yang senantiasa 
memudahkan orang lain dalam perniagaannya. 
Dari Jabir bin ‘Abdillah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
ىََضتْقا اَِذإَو ، ىََرتْشا اَذِإَو ، َعَاب اَذِإ اًحْمَس ًلاُجَر ُ َّالله َمِحَر 
“Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika 
membeli dan ketika menagih haknya (utangnya).” (HR. Bukhari no. 2076) 
Yang dimaksud dengan “setiap jual beli yang mabrur (diberkahi)” adalah setiap 
jual beli yang diberi pahala di dalamnya atau secara syar’i, jual beli tersebut adalah jual 
beli yang sah, tidak ada penipuan di dalamnya, tidak ada khianat dan di dalamnya 
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terdapat kemanfaatan bagi orang banyak dengan menyediakan hal-hal yang mereka 
butuhkan. Mendapatkan keberkahan dalam berdagang harus dilakukan sesuai dengan 
aturan-aturan berdagang yang sesuai dengan syariat islam yaitu (Tuasikal, 2010): 
1. Menjadikan berdagang bernilai pahala 
Memiliki niat yang benar dalam hal ini menginginkan kebaikan untuk 
diri sendiri dan orang lain. Niat baik yang dimaksud adalah untuk diri sendiri 
berupa menjaga diri dari mengkonsumsi harta yang haram, menjaga 
kehormatan sehingga tidak meminta-minta, menguatkan diri sehingga dapat 
melakukan ketaatan kepada Allah, menjaga jalinan silaturahmi, berbuat baik 
dengan kerabat.  
2. Memiliki akhlak yang luhur 
Akhak yang luhur adalah jujur, amanah, qana’ah, memenuhi janji, 
menagih hutang dengan bijak, memberi tempo untuk orang yang kesulitan 
melunasi hutangnya, memaafkan kesalahan orang lain, menunaikan kewajiban, 
tidak menipu dan tidak menunda-nunda penulasan hutang.  
3. Menunaikan kewajiban harta 
Kewajiban yang paling penting adalah kewajiban terhadap Allah dalam 
harta para orang kaya. Itulah zakat, setelah itu adalah sedekah dan berbagai 
sumbangan sosial 
4. Tidak memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar 
Allah melarang hamba-hamba-Nya yaitu orang-orang yang beriman untuk 
memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar yaitu berbagai cara 
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mendapatkan harta yang terlarang semisal riba, judi, suap dan berbagai 
perbuatan yang menimbulkan permusuhan dan memakan harta orang lain 


























Berdasarkan hasil analisis seperti yang ada pada bab IV (hasil dan 
pembahasan,) maka penulis menyimpulkan bahwa : 
1. Pengaruh yang ditimbulkan akan keberadaan aktivitas pedagang informal 
terhadap fungsi ruang milik jalan di sepanjang Jl. Hertasning sampai Jl. Tun 
Abdul Razak memberikan pengaruh terhadap 3 aspek yaitu : 
a. Aspek transportasi memberikan pengaruh terhadap pengurangan 
kapasitas ruas jalan 
b. Aspek pelayanan publik memberikan pengaruh negatif terhadap nilai 
sosial, ekonomi dan estetika 
c. Aspek kebijakan tata ruang memberikan pengaruh kerugian terhadap 
ketidaksesuain peruntukan kawasan dan pendapatan 
2. Penanganan keberadaan aktivitas pedagang informal terhadap fungsi ruang di 
sepanjang Jl. Hertasning sampai Jl. Tun Abdul Razak dapat dilakukan dengan 
cara membentuk kawasan pedagang informal terpadu dan pembinaan 









1. Bagi Pemerintah 
a. Membuat aturan yang tegas akan pelarangan berjualan disepanjang bahu 
jalan dan parkir bebas untuk para pengendara baik roda dua maupun roda 
empat. 
b. Merencanakan peruntukan kawasan khusus untuk para pedagang informal 
c. Membuat sosialisasi kepada para pedagang informal tentang kebijakan 
yang akan dilakukan 
2. Bagi Penulis yang ingin melanjutkan penelitian ini dapat menguraikan simulasi 
terhadap analisis kapasitas ruas jalan dan membuat suatu rancangan kawasan 
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